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MOTTO 

 فئَنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا , إنَِّ مَعَ الْعُسْرِ يسُْرًا

 Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. 
(QS. Al-Insyirah: 5-6) 

 Berjuang Untuk Menang atau Pulang Sebagai Pecundang. 
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kamu mendapatkannya, melainkan bagaimana sabar dan usaha mu 

terhadap kesuksesan tersebut, terkadang air mata yang mengalir 

saat melihat proses yang dilalui begitu terjal akan tetapi yang 

diperlukan yaitu bagaimana sikap dan prilakumu saat menunggu 

dan izin Allah SWT,  maka dari itu saya mempersembahkan skripsi 

ini kepada: 

1. Ayahandaku, Terima Kasih untuk semua hal yang sudah 

Ayah berikan dan ajarkan kepadaku. Terima kasih sudah 

bekerja keras tanpa letih serta tanpa Pamri yang 

diberikan sepanjang hidupmu. Semoga Allah SWT selalu 

melindungi kita dan memberikan kesehatan bagi kita 

terima kasih Ayah. 

2. Ibundaku yang sangat aku sayangi dan aku cintai yang 

selalu mengiringi langkaku dengan doa-doa yang tulus 

disetiap suudmu, yang selalu memberikan semangat, 

perhatian, kasih sayang, kesabaran, nasehat, dan 

pengorbanan tanpa pamri yang diberikan sepanjang 

hidupmu. Semoga Allah SWT selalu melindungi kita dan 

meberikan kesehatan bagi kita Terima Kasih Bunda.  

3. Teruntuk Mamang Sukran dan Bik Yanti, Terima kasih 

atas dukungan dan motivasi nya sehingga sampai di titik 

ini.  
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dukungan kalian sehingga sampai dititik ini. 
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ABSTRAK 

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN LAHAT NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG 
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN 
KEINDAHAN  (TERTIB JALAN, FASILITAS UMUM DAN 

JALUR HIJAU) 
(Studi Kasus Kebersihan Di Pasar Lematang Kabupaten Lahat 

Di Tinjau Dari perspektif Fiqh Siyasah) 
Oleh : Linda Oktarina   NIM: 1611150086 

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini: (1). Bagaimana 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 
2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan 
Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang.?, (2). Bagaimana Pandangan 
Fiqh Siyasah Terhadap faktor-faktor penghambat dalam 
Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 
2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan 
Keindahan (k-3) di pasar Lematang.? Penelitian ini bertujuan (1). 
Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah 
Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 
Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang. 
(2). Serta untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah 
Terhadap faktor-faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan 
Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 
Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di 
pasar Lematang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: Field Risearch (Penelitian Lapangan) yaitu 
berhubungan dengan objek yang diteliti. Teknik pengumpulan 
data pada penelitian ini menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, 
dokumentasi dan wawancara. Subjek Penelitian yang digunakan 
jenis emperis, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 
implementasi ketentuan hukum normatif secara dalam aksi pada 
setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat. 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 01 Tahun 
2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan 
Keindahan sudah berjalan cukup baik karena pemerintah sudah 
melakukan beberapa upaya yang sesuai dengan peraturan daerah 
dalam mengendalikan permasalahan sampah tersebut sehingga 
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mampu menjaga keadaan sekitar lingkungan bebas dari 
pencemaran lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor 
penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya tersebut 
baik dari segi financial (keuangan), sarana dan prasarana, maupun 
sosialisasi yang masih kurang diberikan kepada masyarakat. 
 
 
Kata Kunci : Implementasi, Hukum Positif dan Hukum Islam 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

G. Latar Belakang Masalah 

Kabupaten Lahat Merupakan salah satu daerah 

otonom. Pengertian daerah otonom adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, 

yang berwenang mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat 

menurut prakarsa sendiri, berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem NKRI. Dengan otonomi daerah dapat 

dipandang sebagai cara untuk mewujudkan secara nyata 

penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien dan 

berwibawa guna mewujudkan pemberian pelayanan kepada 

masyarakat  dalam meningkatkan kesejahteraan1.  

Disamping itu tugas pemerintah daerah mewujudkan 

wilayah menjadi kota yang bersih, asri dan nyaman, untuk 

mewujudkan hal tersebut di Kota Lahat telah dibentuk 

Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan. 

Sedangkan yang terjadi di Kota Lahat masih banyak terjadi 

bentuk pelanggaran yang terjadi khusunya di kawasan pasar 

Lematang Kabupaten Lahat, yang sebagaimana bentuk 

pelanggaran berupa membuang sampah tidak pada 

tempatnya pembuangan sampah pada selokan sehingga 

menimbulkan kerusakan lingkungan pasar keindahan dan 

keasrian. Peraturan daerah yang sedang pemerintah terapkan 

tidak akan pernah sampai pada apa yang telah direncanakan 

dan sangat berdampat untuk masa yang akan mendatang 

yang sebabkan oleh pencemaran lingkungan oleh limbah 

rumah tangga, akan lebih banyak faktor yang akan terjadi jika 

                                                           
1 Warlina, Hukum Pemerintahan Daerah, (Yogyakarta:Thafa Media, 2017), 

h. 53 

1 
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tidak ada ketegasan hukum dan kesadaran masyarakat, 

peraturan pemerintah yang telah ditetapkan dan disahkan 

bahwasahnya peningkatan kasus dapat dilihat dari jumlah 

timbunan sampah perhari mencapai 2.75% perorang. Dapat 

ditarik kesimpulan bahwa tugas pemerintah daerah di Kota 

Lahat belum secara tegas terhadap penyelenggaraan 

kebersihan dan keindahan.2 Sebagaimana yang telah di 

jelaskan dalam Peraturan Daerah di BAB III Kebersihan 

bagian pertama umum pasal 19: 

(1) Pemerintah darah bersama masyarakat 

menyelenggarakan pengelolaan kebersihan yang 

berwawasan lingkungan. 

(2) Setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan 

bertanggungjawabatas kebersihan. 

Pasal 20 

(1) Kebersihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 

meliputi rumah atau bangunan masing-masing serta 

lingkungan sekitarnya fasilitas umum dan fasilitas sosial, 

kendaraan pribadi, kendaraan dinas, angkutan umum. 

(2) Untuk menjaga kelestaran dan kebersihan lingkungan 

kepada masyarakat penghuni rumah atau bangunan, 

pengendaara/penumpang kendaraan atau pengunjung 

tempat-tempat umum dilarang membuang 

sampah/kotoran sembarangan. 

(3) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dikenakan sanksi berupa denda.3 

Menurut kepala dinas kebersihan kabupaten Lahat, 

Pasar Lematang sebagai lokasi pedagang sayur, buah, 

ikanakan tetapi sebagian masih berjualan di persimpangan 

                                                           
2 Hasil Wawancara dengan Kepala Dinas Kebersihan pada tanggal 14 

september 2020 
3 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan, Pasal 19 dan pasal 20. 
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jalan umum padahal dalam peraturan tersebut telah jelas 

dilarang dan yang melanggar apat dikenakan teguran dan 

bahkan sanksi. Tujuan pembangunan pasar lematang 

merupakan strategi dan kebijakan komunikasi pemerintah 

kabupaten Lahat kepada masyarakat yang berprofesi sebagai 

pedagang untuk tidak berjualan di kaki lima yang terdapat 

disekitaran pasar lematang agar terorgansir dan terencana 

serta dapat mewujudkan ketertiban umum serta kebersihan 

dipasar Lematang Kabupaten Lahat. 

Tabel 1.1 

Bentuk Pelanggaran ketertiban umum serta kebersihan 

 dipasar Lematang Kabupaten Lahat 

No  Pelaku Pelanggaran Jenis pelanggaran 

1 Pedagang  Buang sampah 

organik dan sampah 

non organik serta 

limbah rumah tangga 

yang tidak pada 

tempatny. 

2 Pembeli 

3 Pengunjung 

4 Penduduk Setempat 

Pada dasarnya untuk mengatasi permasalahan 

tersebut, pemerintah Kabupaten Lahat telah memberikan 

sanksi yang sebagaimana terdapat di Peraturan Daerah No 01 

Tahun 2010 Tentan Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, 

dan Keindahan terletak pada BAB VIII sanksi/denda Pasal 47: 

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 6, pasal 7, 

pasal 9 ayat (3), pasal 10 ayat (3), pasal 11 ayat (2), pasal 

14 ayat (2), pasal 17, pasal 20 ayat (2), dan ayat (3), pasal 

22 pasal 23 ayat (1), pasal 24 ayat (1), pasal 25 ayat (3),  

pasal 26, pasal 30, pasal 35, pasal 36, pasal 37, pasal 38, 

pasal 39, serta pasal 40 diancam dengan pidana kurunan 

paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebagai 
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berikut: Membuang sampah, kotoran atau barang 

bekaslainnya di saluan air/selokan, jalan, berm (bahu 

jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umm dan 

tempat- tempat lainnya yang mengganggu ketertiban, 

kebersihan dan keindahan setinggi-tingginya besaran 

biaya penegakan hukum (RP) yaitu rp. 5.000.000,00 (Lima 

Juta Rupiah) 

Namun demikian pelaksanaan Peraturan Daerah 

Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, 

Kebersihan, dan Keindahan tersebut belum terlaksana dengan 

baik hal ini terlihat pada fasilitas-fasilitas umum keadaan 

bangunan yang rusak dan tata kota yang belum menaati 

pelaksanaan peraturan daerah Lahat. Tujuan dari 

dibentuknya peraturan daerah tersebut untuk dapat 

melaksanakan suatu keadaan yang bebas dari kotoran seperti, 

debu , sampah, dan juga bau serta mengurangi angka polusi 

udara yang tercemar dikarenakan kebersihan yang tidak 

terjamin. Kabupaten Lahat khususnya masih memiliki 

masalah yang serius tentang kebersihan linkungan tersebut 

selalu menjadi perdebatan dan juga maasalah yang terus 

berkembang.  

Permasalahan kebersihan lingkungan pada tiap 

tahunnya terus saja meningkat, kebersihan lingkungan 

sebenarnya bukan serta merta tugas pemerintah melainkan 

kesadaran masyarakatny. Sebagaimana terdapat dalam 

laporan Petugas Dinas Kebersihan kota, pembangunan yang 

berkelanjutan dan pengembangan wilayah kesadaran 

lingkungan, sementara pihak secara keseuruhan harus 

disiapkan dengan kesadaran lingkungan. Disamping itu, 

dalam proses pembangunan masa yang akan datang 

diperlukan teknologikesehatan lingkungan yang menitik 

beratkan upayanya pada metodologi mengukur ampak 

kesehatan dari pencemaraan yang dirimbulkan oleh adanya 
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pembangunan,indikator ini harus mudah, murahuntuk 

diukur juga sensitif menunjukkan adanya kulitas lingkungan. 

Tujuannya untuk mempertahankan dan meningkatkan 

derajat kesehatan masyarakat pada tingkat yang setinggi 

tingginya dengan jalan memodifikas faktor sosial, faktor fisik 

lingkunan, sifat-sifat dan kelakuan lingkungan yang dapat 

berpengaruh kesehatan.  

Begitu pula dalam islam, islam memerintahkan 

manusia untuk menjaga kebersihan. Sebagaimana telah 

dijelaskan dalam kitab Suci Al-qur‟an yang menganjurkan 

tentang kebersihan adalah sebagian dari iman: 

يْكُمُ ا ركَُمْ بِهذْ يُ غَشِّ مَاۤءِ مَاۤءً لِّيُطهَِّ نَ السَّ نْهُ وَيُ نَ زِّلُ عَلَيْكُمْ مِّ  ٖ  الن ُّعَاسَ امََنَةً مِّ
يْطٰنِ وَليَِ رْبِطَ عَلٰى قُ لُوْبِكُمْ وَيُ ثبَِّتَ بِهِ الْْقَْدَامَ   ٖ  وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّ

 

Artinya:(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk 
untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah 
menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk 
menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan 
menghilangkan gangguan-gangguan setan dari 
dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta 
memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian). 

 

Dalam pandangan agama, Islam merupakan agama 

yang sangat sempurna dan berbeda dengan agama yang 

datang sebelumnya. Islam sangat memperhatikan kondisi 

kesehatan sehingga dalamAl-qur‟an dan hadist ditemui 

banyak referensi tentang sehat. Kesehatan merupakan salah 

satu faktor penentu seseorang dalam kehidupan. 

Sebagaimana pepatah menyatakan bahwa sehat mahal 

harganya. Badan dan jiwa pada diri manusia, bagaikan da sisi 

yang berbeda ibarat satu keping mata uang. Keduanya 

bersamaan dan saling berinteraksi serta saling 
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mempengaruhi. Badan yang sehat memiliki kontribusi untuk 

memperoleh jiwa yang sehat. Begitu juga sebaliknya, jiwa 

yang sehat juga memiliki kontribusi yang signifikan untuk 

menjadikan tubuh sehat.4 

Masalah mengenai kebersihan lingkungan yang tidak 

kondusif disebabkan karena masyarakat selalu tidak sadar 

akan baiknya kebersihan lingkungan. Tempat pembuangan 

juga tidak dipergunakan dan juga tidak dirawat dengan baik. 

Akibatnya ialah terdapat masalah penyakit, seperti diare, 

penyakit kulit, penyakit pernafasan dan penyakit lain yang 

juga disebabkan karena kurang bersihnya suatu lingkungan 

khususnya pada air dan juga polasi yang sering menyerang 

golongan keluarga ekonomi lemah. Dengan berbagai upaya 

pengembangan kesehatan pada anak secara umum pun 

menjadi terhambat olehnya. 

Penelitian ini penting dilakukan karena sebagai upaya 

yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Lahat dalam 

mengatasi permasalahan ini namun untuk saat ini belum 

berjalan dengan baik tentang pelaksanaan Peraturan Daerah 

No. 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan (Pasal 8 Ayat 2 tertib jalan, 

fasilitas umum dan jalur hijau). 

Berdasarkan masalah diatas maka penulis merasa perlu 

dan penting melakukan penelitian dengan judul 

“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 

01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, 

Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum 

Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar 

Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau Dari Perspektif Fiqh 

Siyasah)”.  

H. Rumusan Masalah  

                                                           
4 Agus mustofa, Untuk Apa Berpuasa: Scientific Fasting, (Surabaya: 

PadmaPress, 2004), H. 104 
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Berdasarkan judul penelitian dan latar belakang 

masalah yang ada, dapat disimpulkan rumusan masalahnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar 

Lematang.? 

2. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap faktor-

faktor penghambat dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan 

(k-3) di pasar Lematang.? 

I. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peraturan 

Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan 

(K-3) Di Pasar Lematang. 

2. Serta untuk mengetahui Bagaimana Pandangan Fiqh 

Siyasah Terhadap faktor-faktor penghambat dalam 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 

01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan ketertiban, 

Kebersihan, Dan Keindahan (k-3) di pasar Lematang 

 

J. Kegunaan Penelitian  

1. Secara Teoritis  

Penelitian teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran dalam 

rangka ilmu Hukum Tata Negara, terkhususnya dalam 

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 

01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, 

Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, Fasilitas Umum 

Dan Jalur Hijau (Studi Kasus Kebersihan Di Pasar 
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Lematang Kabupaten Lahat Ditinjau dari Perspektif 

Hukum Islam). 

2. Secara Praktis  

a. Penelitian ini juga dimaksudkan untuk berbagi 

informasi kepada masyarakat dan pemerintah di 

Kabupaten Lahat serta mahasiswa fakultas syari‟ah 

tentang pentingnya Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan 

Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau.  

b. Menjadi referensi dan bahan pertimbangan untuk dapat 

memberi masukan pemikiran bagi para elit eksekutif 

dan legislatif agar bisa membuat kebijakan yang 

disesuaikan dengan kondisi masyarakat saat ini 

terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten 

Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 

Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan Tertib Jalan, 

Fasilitas Umum Dan Jalur Hijau.  

K. Penelitian Terdahulu  

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya, maka dalam 

hal ini perlu dilakukan kajian terhadap penelitian terdahulu. 

Sejauh ini informasi yang peneliti dapatkan diantara karya-

karya terhadap penelitian terdahulu seperti pada tabel berikut 

ini:  
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Tabel 1.2 

Penelitian Terdahulu 

Nama 

Penelit

i 

Judul 

Penelitian 

Hasil Penelitian Perbedaan Persamaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yusi 

Yusna

ndra 

Pratiw

i 

 

 

Implement

asi 

Peraturan 

Daerah 

Kota Lahat 

Nomor 11 

Tahun 

2005 

Tentang 

Penyeleng

garaan K-3 

(Kebersiha

n, 

Ketertiban, 

dan 

Keindahan

) 

 

 

 

 

 

 

Untuk meningk

atkan 

kedisiplinan ma

syarakat. Penelit

ian ini 

bertujuan untuk

 mengetahui str

ategi 

kelurahan Baba

kan Sari 

dalam meningk

atkan 

kedisiplinan 

masyarakat. 

Perbedaan 

penelitian ini 

dengan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

terletak pada 

fokus 

penelitian, 

penelitian Yusi 

Yusandra 

“Implementasi 

peraturan Daera

h 

penelitian yang 

akan dilakukan 

berfokus pada 

Implementasi 

Peraturan 

daerah 

kabupaten 

Lahat Nomor 01 

Tahun 2010 

Tentang 

Penyelenggaraa

n Ketertiban, 

Kebersihan, dan 

Keindahan 

(Tertib jalan, 

Fasilitas Umum, 

dan Jalur hijau). 

Di Pasar 

Lematang 

 

 

 

 

Memiliki 

kesamaan 

dalam 

penelitian 

implement

asi 

peraturan 

daerah 

terhadap 

lingkunga

n dalam 

penyeleng

garaan  

Ketertiban, 

Kebersiha

n, dan 

Keindahan

. 
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Lili 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implement

asi 

Peraturan 

Daerah 

Nomor 10 

Tahun 

2010 

Tentang 

Ketertiban, 

Kebersiha

n dan 

Keindahan 

(K-3) Pada 

Pasal 29 Di 

Alun-Alun 

Kota Lahat No

mor 

11 tahun 2005 

Tentang 

Penyelenggaraa

n K-

3(Kebersihan, 

Ketertiban dan 

Keindahan) 

Untuk 

Meningkatkan 

Kedisiplinan 

Masyarakat 

 

Kebersihan dan 

Keindahan (K-3) 

Pada Pasal 29 Di 

Alun-Alun 

Timur Kota 

Serang”. Dalam 

skripsi tersebut 

membahas 

tentang 

Implementasi 

Peraturan 

Daerah Kota 

Serang Nomor 

10 Tahun 2010 

Mengenai 

Ketertiban, 

Kebersihan Dan 

Keindahan (K-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membahas 

tentang 

kebersihan di 

pasar Lematang 

Kabupaten 

Lahat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

membahas 

tentang 

penerapan 

peraturan 

daerah 

terhadap 

kebersihan

. 
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Mujian

i 

 

 

 

 

Timur 

Kota 

Serang 

pada pasal 29 

studi kasus 

mengenai 

kebersihan dan 

keindahan di 

kawasan alun-

alun timur kota 

Serang belum 

dilaksanakan 

dengan 

maksimal. 

Dikarenakan 

masih banyak 

nya hal-hal 

yang belum 

sesuai. 

 

L. Metode Penelitian 

Suatu metode penelitian bertujuan untuk mempelajari 

suatu atau beberapa gejala dengan menganalisanya dan 

mengadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-

fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 

pemecahan masalah yang timbul. Suatu penelitian harus 

menggunakan metode yang tepat dan jelas sehingga 

mendapatkan hasil yang benar dan dapat dipertanggung 

jawabkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara 

data yang diperoleh secara lansung dari semua data yang 

berhasil digali bersumber darilapangan yaitu dari pihak-
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pihak terkait dengan kantor Dinas Kebersihan dan 

Lingkungan Kabupaten Lahat. Dalam menunjang 

penelitian lapangan dilakukan juga penelitian pustaka 

(library research). Yang diperoleh lansung dari masyarakat 

dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang 

diperoleh dari bahan-bahanpustaka lazimnya dinamakan 

data skunder.5 

Adapun jenis penelitian ini adalah Field Risearch 

(Penelitian Lapangan). Dalam hal ini penulis lansung terjun 

kelapangan melakukan penelitian untuk mengumpulkan 

data, dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan 

implementasi peraturan daerah kabupaten lahat nomor 01 

tahun 2010  tentang penyelenggaraan ketertiban, 

kebersihan, dan keindahan (tertib jalan, fasilitas umum dan 

jalur hijau). 

Pendekatan Penelitian secara yuridis normatif 

merupakan secara keseluruhan cara kegiatan dalam suatu 

penelitian yang dimulai dari perumusan masalah hingga 

sampai keseluruhan kesimpulan, dan bisa juga diartikan 

sebagai penelitian yang dilakukan meneliti bahan-bahan 

kepusatakaan atau mengumpulkan data sekunder 

terhadap asas-asas hukum. Ada dua macam pendekatan 

penelitian yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan 

kualitatif. Disini pendekatan yang digunakan yaitu 

pendekatan kualitatif. 

2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data   

1) Sumber Data 

Sumber data adalah subyek darimanabdata bisa 

diperoleh. Ada dua macam sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini, yaitu:  

a. Sumber Data Primer 

                                                           
5 Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif Suatu 

tinjauan Singkat, (Jakarta;Rajawali Pers, 2014), h. 12 
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Sumber data primer adalah data yang diperoleh 

lansung dari sumber data lapangan. Data yang 

diperoleh melalui wawancara kepala bagian hukum 

pemerintah daerah kabupaten Lahat, Bappeda 

kabupaten Lahat, kepala dinas kebersihan lingkungan 

kabupaten Lahat, dan Masyarakat pedagang kaki 

lima. 

b. Sumber Data Skunder 

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber 

literature dan perundang-undangan, data 

kepustakaan, dan lainnya yang berhubungan dengan 

judul yang diteliti.  

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan tiga teknik, yaitu: observasi, dokumentasi 

dan wawancara. 

1) Teknik Dokumentasi   

Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk 

mendapatkan data-data dan informasi yang berkenaan 

tentang penegakan dan penegasan hukum terhadap 

penegakan hukum tentang penyelenggaraan ketertiban, 

kebersihan, dan keindahan (tertib jalan, fasilitas umum 

dan jalur hijau) sebagai penyempurna teknik 

pengumpulan data dalam memperoleh data. 

Dokumentasi merupakan salah satu alat yang 

digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian 

kualitatif.6 

2) Teknik Wawancara  

Pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan lisan (wawancara) yang telah 

dipersiapkan untuk dipertanyakan kepada sumber data. 

                                                           
6 Sedarmaryanti, Metode Penelitian (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), h. 

80 
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Wawancara juga boleh dikembangkan sepanjang 

berkaitan dengan materi sebagaimana sesuai dengan 

judul yang diteliti. 

 

4. Waktu dan Lokasi 

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 

penelitian lebih kurang 6 (enam) bulan paling sedikit atau 

sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dan adapun 

penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten  Lahat. Untuk 

mendapatkan data yang sesuai dan bisa diuraikan secara 

ilmiah maupun sesuai dengan fakta. 

Alasan mengambil penelitian dikabupaten Lahat 

yaitu suatu pilihan untuk sebuah permasalahan yang 

terjadi dipasar Lematang, untuk mengetahui sejauh mana 

penegakan hukum yang telah dibuat dan telah ditetapkan 

oleh pemerintah daerah sebagai tolak ukur kesadaran 

masyarakat terhadap lingkungan sekitar.  

5. Subjek/Informan Penelitian 

Penelitian yang digunakan jenis emperis, yaitu 

penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau 

implementasi ketentuan hukum normatif secara dalam aksi 

pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi 

dimasyarakat. Informan pendukung dalam penelitian ini 

adalah kepala bagian hukum pemerintah daerah 

kabupaten Lahat, Bappeda Kabupaten Lahat, Kepala Dinas 

Kebersihan Lingkungan Kabupaten Lahat, dan Masyarakat 

pedagang kaki lima. 
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Tabel 1.3 

     Tabel pelaku dan setatus informan serta alasan terhadap 

pemilihan informan 

No Nama–Nama 

Informan 

Status 

Informan 

Alasan 

1.  Kabag Hukum  Badan 

Hukum 

Pemerintahan 

Daerah  

Untuk mengetahui 

sejauh mana 

penerapan hukum 

terhadap Perda 

Kabupaten Lahat No 

01 Tahun 2010. 

2.  Bappeda Perancang 

Peaturan 

Untuk mengetahui 

terhadap 

kematangan tentang 

peraturan yang 

dibuat. 

3.  Kadis 

kebersihan 

Lingkungan  

Selaku Badan 

pengawas 

dalam 

kebersihan 

lingkungan 

 Untuk mengetahui 

pengamatan 

kebersihan 

lingkungan di 

kabupaen Lahat.  

4. Masyarakat  Pedagang 

dipasar 

Lematang 

Untuk mengetahui 

tentang kesadaran 

terhadap 

lingkungan sekitar 

5. Pengunjung  Masyarakat 

yang dating 

Untuk mengetahui 

sejauh mana 

kesadaran hukum 

terhadap kebersihan 
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lingkungan 

6. Dinas 

Perhubungan 

Kepala Dinas 

Perhubungan 

Untuk mengetahui 

pemantau 

kebersihan di 

lingkungan pasar 

lematang 

 

7. 

SatPol PP Kepala 

Satuan Polisi 

Pamong Praja 

Untuk  mengetahui 

ketegasan dalam 

pengawasan 

kebersihan yang 

terjadi di pasar 

lematang 

8. 

 

Dinas 

perdagangan 

Kepala Dinas  Untuk mengetahui 

sejauh mana 

peraturan terhadap 

peraturan yang telah 

disahkan 

 

9. 

UPT Pasar 

Lematang 

Kepala Dinas 

 

Untuk mengetahui 

perkembangan 

pasar Lematang 

10. Sekda Lahat Badan 

Hukum 

Untuk melihat 

kepedulian 

pemerintahan lahat 

terhadap kebersihan 
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6. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data adalah pembahasan dan 

penjabaran atas data-data yang diperoleh, yang 

dikumpulkan dan selanjutnya disimpulkan agar 

memperoleh jawaban yang tepat dan dapat memecahkan 

permasalahan. Analisis data yang diperoleh dilakukan 

dengan cara analisis kualitatif yaitu yang dipergunakan 

untuk aspek-aspek normatif (Yuridis) melalui metode yang 

bersifat diskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran 

dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama 

lain. Untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari 

kesimpulan analisis, yaitu menguraikan gambaran dari 

data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain 

untuk mendapatkan suatu kesimpulan umum. Dari hasil 

analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh 

kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil 

kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta 

yang bersifat khusus.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas 

Indonesia Press, 1986), h. 112 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. TEORI PENERAPAN HUKUM 

Teori merupakan sebuah keberadaan yang sangat 

penting dalam dunia hukum, karena hal tersebut merupakan 

konsep dasar yang dapat menjawab suatu masalah. Teori 

merupakan sarana yang memberikan rangkuman bagaimana 

memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu 

pengetahuan hukum. Pentingnya seorang akademisi hukum 

mengetahui pengertian teori secara luas, sehingga tidak 

terjadi kesalahan dalam membuat karya-karya ilmiah yang 

merupakan proses kegiatan seseorang akademisi dalam 

kegiatan ilmiah maupun dalam suatu penelitian.8 

Hukum dan undang-undang itu tidak berdiri sendiri. 

Ia tidak sepenuhnya otonom dan punya otoritas absolut. 

Apabila pendekatan terhadap kehidupan hukum suatu 

bangsa hanya dengan meggunakan tolak ukur undang-

undang, maka hasil yang diperoleh tidaklah memuaskan. 

Artinya, sulit untuk dapat memperoleh gambaran tentang 

keadaan hukum yang sebenarnya hanya dengan membaca 

peraturan perundangannya saja. Diperlukan potret kenyataan 

hukum yang hanya dapat dilihat melalui perilaku hukum 

sehari-hari.9Teori hukum adalah teori dibidang hukum yakni 

berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa 

hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah atau hal-hal yang 

dijelaskan itu memenuhi standar teoritis.  

Dalam kajian normatif, hukum merupakan 

instrument untuk menegakan keadilan yang wujudnya 

                                                           
8 Pupu Sriwulan Sumaya, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam 

Penegakan Dalam Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, Vol. 6, Jurnal 
Hukum Responsif, 2018. H, 55 

9 Deni Nuryadi, Teori Hukum Progv resif dan Penerapannya di Indonesia,Vol. 
1, Jurnal Kajian Hukum, 2016. H, 4 

20 
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berupa pedoman prilaku dengan fungsi utamanya mengatur 

prilaku manusia. Keberadaan teori hukum yang digunakan 

pada suatu negara berpengaruh terhadap keputusan-

keputusan yang dihasilkan oleh penegak hukum. Teori 

hukum berkembang mengikuti perkembangan ruang, waktu 

dan tempat ini yang dapat mengakibatkan terjadi pergeseran-

pergeseran tori hukum yang ada.10 

Hukum merupakan bagian dari perangkat kerja 

sistem sosial. Fungsi sistem sosial ini adalah untuk 

mengitegrasikan kepentingan-kepentingan anggota 

masyarakat sehingga tercipta suatu eadaan yang tertib. Jika 

hukum dijadikan sbagai objek studi maka penelitian yang 

dilakukan dalam studi hukum pada akhirnya adalah untuk 

mengetahui kaidah-kaidah hukum yang seharusnya berlaku 

dan sebaliknya yang tidak boleh berlaku yang bersumber dari 

adanya nilai-nilai tertentu. Tujuanya adalah hukum untuk 

menstabilkan pergaulan hidup, merealisasikan ketertiban dan 

perdamaian serta mewujudkan keadilan.11Hukum 

merupakan peraturan yang nyata dinyatakan secara umum 

dan hendaknya dimengerti oleh semua orang. Hukum 

mengatur perbuatan-perbuatan yang mana yang boleh dan 

tidak boleh. Hukum memberikan kepastian bagi pelaku-

pelaku yang bermain dan konsekuensi-konsekuensi dari 

setiap tindakan yang dilakukan. Hukum memberikan 

kepastian dan ketertiban sosial dalam mengatur masyarakat. 

Hukum berlaku universal dan sangat rasional. Semua orang 

memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum.  

Dengan penerapan teori hukum melalui keilmuan 

dari aliran Sociological Jurisprudance berusaha untuk 

                                                           
10 Pupu Sriwulan Sumaya, Relevansi Penerapan Teori Hukum Dalam 

Penegakan Dalam Hukum Guna Mewujudkan Nilai Keadilan Sosial, Vol. 6, Jurnal 
Hukum Responsif, 2018. H, 55 

11 Adji Sumekto, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju 
Postmodernisme, Konstitusi Press: Jakarta, 2015, h. 2 
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menyangkutkan ilmu hukum dengan lingkungannya yaitu 

masyarakat, konsekuensi logis ini mengarah pada sistem kerja 

penegak hukum. Penegak hukum yang carut marut, kacau 

dan mengesampingkan keadilan tersebut bisa saja 

diminimalisir kalau seandainya hukum dikembalikkan 

kepada fungsi aslinya, yaitu untk menciptakan keadilan, 

ketertiban serta kenyamanan.12 

Selain itu sebagaimana menurut Soerjono Soekanto, 

hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian 

hubungan empat faktor, yaitu: 

1. Hukum itu peraturan sendiri, sehingga diperlukan 

keserasian antara peraturan perundang-undangan yang 

ada. 

2. Fasilitas pelaksanaan hukumnya yang memadai, sebab 

seringkali hukum suli ditegakkan bahwa tak tertangani 

karena fasilitas untuk menegakkannya tidak memadai 

ataupun tidak tersedia. 

3. Kesadaran dan kepastian hukum serta perilaku masyarakat 

itu sendiri. 

4. Mental aparat penegak hukum.  

Dalam hal ini adalah pelaku hukum secara lansung 

seperti polisi, jaksa, pengacara, hakim, petugas lembaga 

permasyarakatan dan sebagainya karena pada dasarnya 

penegakan hukum sangat tergantung pada mentalitas para 

aparatur penegakan hukumnya.13 Relevansi penegakan 

hukum dengan mewujudkan keadilan sosial dalam 

pandangan pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia, 

meletakkan sila “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia” pada sila kelima. 

                                                           
12 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, 

(Pt. Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1993), h. 3 
13 Suhaibah, Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk Menjamin 

Kepastian Hukum Pada Masyarakat, Jurnal ilmah “Research Sains”. Vol. 1, 2015. H. 
5 



21 
 

 
 

Penerapan hukum yaitu berbicara mengenai 

pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum itu diciptakan 

untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai 

hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. 

Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah 

lakunya.sistem dan penerapan hukum (UU) cenderung rancu 

dan inkonsisten karena sistem pendidikan hukum sangat 

lazim menginterpretasi kaidah atau norma hukum secara 

sederhana. Hal ini juga disebabkan oleh asas legalitas 

terhadap hukum tidak tertulis serta penyalahgunaan 

wewenang yang berakibat pada lemahnya sistem pembuktian 

guna membedakan hukum formil dan materiil. Dalam frame 

penegakan hukum yang seharusnya, upaya melenturkan 

proses hukum (restoratif) terhadap penyalahgunaan 

wewenang justru mengakibatkan hukum melindungi 

kesewenang-wenangan. Secara hukum, hal ini dikenal 

dengan legislative error. 

Hukum tidak dapat dipisahkan dengan paksaan, 

karena sifat dari hukum itu sendiri adalah mengikat. Hukum 

dilahirkan bukan sesuatu yang lahir terlebih dahulu, apabila 

tidak untuk kebaikan manusia, maka tinggalkan. Hukum 

merupakan sebuah perangkat aturan yang jika dilanggar 

maka akan mendapatkan suatu sanksi. berbicara tentang 

hukum di Indonesia yang berpatokan pada 3 sistem hukum, 

yaitu : Hukum Eropa Kontinental, Hukum Adat dan Hukum 

Islam.Perbandingan Sistem Hukum Indonesia  

1. Sistem Hukum Eropa Kontinental (civil law system)  

Sistem hukum ini berkembang di negara- negara 

Eropa daratan dan sering disebut sebagai Civil Law yang 

semula berasal dari kodifikasi hukum yang berlaku di 

kekaisaran romawi pada masa pemerintahan Kaisar 
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justinianus abad VI sebelum masehi.14Sistem Civil Law 

mempunyai tiga karakteristik, yaitu adanya kodifikasi, 

hakim tidak terikat kepada presiden sehingga undang- 

undang menjadi sumber hukum yang terutama, dan sistem 

peradilan bersifat inkuisitorial. Karakteristik utama yang 

menjadi dasar sistemhukum Civil Law adalah hukum 

memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan 

dalam peraturan-peraturan yang berbentuk undang-

undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi. 

Karakteristik dasar ini dianut mengingat bahwa nilai 

utama yang merupakan tujuan hukum adalah kepastian 

hukum. Kepastian hukum hanya dapat diwujudkan kalau 

tindakan-tindakan hukum manusia dalam pergaulan 

hidup diatur dengan peraturan-peraturan hukum tertulis. 

Dengan tujuan hukum itu dan berdasarkan sistem hukum 

yang dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan 

hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. 

Hakim hanya berfungsi menetapkan dan menafsirkan 

peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya. 

Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya 

mengikat para pihak yang berperkara saja ( Doktrins Res 

Ajudicata).15 

Karakteristik kedua pada sistem Civil Law tidak 

dapat dilepaskan dari ajaran pemisahan kekusaan yang 

mengilhami terjadinya Revolusi Perancis. Menurut Paul 

Scolten, bahwa maksud sesungguhnya pengorganisasian 

organ-organ negara Belanda adalah adanya pemisahan 

antara kekuasaan pembuatan undang-undang, kekuasaan 

peradilan, dan sistem kasasi adalah tidak 

                                                           
14 Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Indhillco, 1997). h 

73 
15 Dedi Soemardi, Pengantar Hukum Indonesia, (Jakarta: Indhillco, 1997). h 

73 
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dimungkinkannya kekuasaan yang satu mencampuri 

urusan kekuasaan lainnya. Penganut sistem Civil Law 

memberi keleluasaan yang besar bagi hakim untuk 

memutus perkara tanpa perlu meneladani putusan-

putusan hakim terdahulu. Yang menjadi pegangan hakim 

adalah aturan yang dibuat oleh parlemen, yaitu undang-

undang.16 

Karakteristik ketiga pada sistem hukum Civil Law 

adalah apa yang oleh Lawrence Friedman disebut sebagai 

digunakannya sistem Inkuisitorial dalam peradilan. Di 

dalam sistem itu, hakim mempunyai peranan yang besar 

dalam mengarahkan dan memutuskan perkara; hakim aktif 

dalam menemukan fakta dan cermat dalam menilai alat 

bukti. Menurut pengamatan Friedman, hakim di dalam 

sistem hukum Civil Law berusaha untuk mendapatkan 

gambaran lengkap dari peristiwa yang dihadapinya sejak 

awal. Sistem ini mengandalkan profesionalisme dan 

kejujuran hakim.17 

2. Definisi sistem hukum anglo saxon (comman law system) 

Sistem hukum anglo saxon merupakan suatu 

sistem hukum yang didasarkan pada yurispudensi, yaitu 

keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian 

menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem 

Hukum Anglo Saxon cenderung lebih mengutamakan 

hukum kebiasaan, hukum yang berjalan dinamis sejalan 

dengan dinamika masyarakat. Pembentukan hukum 

melalui lembaga peradilan dengan sistem jurisprudensi 

dianggap lebih baik agar hukum selalu sejalan dengan rasa 

keadilan dan kemanfaatan yang dirasakan oleh masyarakat 

                                                           
16 Jeremias Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan 

Hukum DiIndonesia, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 45 
17Jeremias Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan 

Hukum DiIndonesia, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 45 
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secara nyata. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, 

Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada 

(kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun 

negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum 

ini bersamaan dengan sistim hukum Eropa Kontinental 

Napoleon). Selain negara- negara tersebut, beberapa negara 

lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon 

campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang 

menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo saxon, 

namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum 

agama.18 

Dalam perkembangannya, sistem hukum ini 

mengenal pembagian hukum publik dan hukum privat. 

Hukum privat dalam sistem hukum ini lebih ditujukan 

pada kaidah-kaidah hukum tentang hak milik, hukum 

tentang orang, hukum perjanjian dan tentang perbuatan 

melawan hukum. Hukum publik mencakup peraturan- 

peraturan hukum yang mengatur kekuasaan dan 

wewenang penguasa/negara serta hubungan-hubungan 

antara masyarakat dan negara. Sistem hukum ini 

mengandung kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 

hukum anglo saxon yang tidak tertulis ini lebih memiliki 

sifat yang fleksibel dan sanggup menyesuaikan dengan 

perkembangan zaman dan masyarakatnya karena hukum-

hukum yang diberlakukan adalah hukum tidak tertulis 

(Common law). Kelemahannya, unsur kepastian hukum 

kurang terjamin dengan baik, karena dasar hukum untuk 

menyelesaikan perkara/masalah diambil dari hukum 

kebiasaan masyarakat/hukum adat yang tidak tertulis.19 

                                                           
18Jeremias Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan 

Hukum DiIndonesia, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 53 
19Jeremias Lemek, Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap Penegakan 

Hukum DiIndonesia, (Jakarta: Galang Press, 2007). h 65 
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B. TEORI HUKUM MASYARAKAT 

Hukum adalah seperangkat aturan yang mengikat 

dan memaksa masyarakat. Proses pelaksanaannya harus 

dipaksakan dengan jalan menjatuhkan sanksi agar tujuan dari 

pada hukum dapat tercapai. Tujuan hukum memberikan 

kemanfaatan yang bersifat universal yaitu bagaimana 

menciptakan perdamian dan ketentraman dalam lingkungan 

masyarakat yang dapat dirasakan secara konkret oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Tidak sederhana dikatakan bahwa 

hukum menciptakan kemanan dan ketertiban, namun dewasa 

ini terkadang hukum juga bisa menimbulkan masalah dalam 

masyarakat, kurang berhati-hati dalam membuat hukum akan 

menimbulkan resiko, bahwa hukum malah menyusahkan 

atau menimbulkan kerusakan dalam masyarakat.20 

Hukum dalam masyarakat memiliki dua sifat yaitu 

sifat pasif dan sifat aktif sifat pasif hukum itu dapat dilihat 

sejauhmana hukum itu menyesuaikan diri dengan 

masyarakat. Sedangkan hukum yang bersifatt aktif yaitu 

sejauhmana hukum itu dapat berperan aktif dalam 

menggerakkan dinamikka masyarakat menuju suatu 

perubahan yang terencana. Dengan demikian hukum sebagai 

alat untuk merubah masyarakat (a tool of social engineering).21 

Hukum yang berlaku mempunyai tujuan. Tujuan 

hukum itu dapat tercapai, jika hukum itu dapat berfungsi 

dalam masyarakat. Adapun fungsi dari hukum sebagai 

berikut: 

1. Fungsi Hukum Sebagai “a Tool of Social Control” 

Bertujuan untuk memberikan suatu batasan 

tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat 

                                                           
20 Satjipto Raharjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta:  Kompas, 2010), h. 

217 
21 Achmmad Ali, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan 

Sosiologis (cet. ll; Jakarta: PT. Tokoh GunungAgung,  2002), h. 87-104 
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yang harus diterima dari penyimpangan itu. Misalnya 

membuat larangan-larangan, tuntutan ganti rugi dan 

sebagainya. Penggunaan hukum sebagai sarana Social 

Control dapat berarti hukum mengontrol tingkah laku 

masyarakat, maksudnya bahwa hukum berfungsi 

memberikan batasan tingkah laku warga masyarakat yang 

dianggap menyimpang dari aturan hukum. 

2. Fungsi Hukum Sebagai “a Tool of Engineering” 

Berfungsi sebagai sarana perekayasa sosial yaitu 

mengubah masyarakat dengan menciptakan perubahan-

perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan terencana, 

artinya untuk menata kembali kehidupan masyarakat 

secara terencana sesuai dengan tujuan pembangunan 

bangsa kehidupan masyarakat namun sampai kini ternyata 

selalu mengalami dinamika yang sangat pesat. Hal ini 

menunjukkan bahwa hampir tidak ada kelompok 

masyarakat dunia yang kehidupan sosialnya tetap statis. 

Masyarakat manapun akan dipastikan akan mengalami 

perubahan baik karena pengaruh dari luar maupun terjadi 

dengan sendirinya dalam masyarakat bersangkutan. Oleh 

karena itu para pembuat hukum dituntut untuk senantiasa 

mengikuti perkembangan hukum dalam masyarakat.  

Pengertian a tool of engineeringyang dikemukakan 

oleh soerjono soekanto diatas diatas merupakan pelopor 

perubahan yang dilakukan oleh seseorang atau 

sekelompok orang yang memperoleh kepercayaan dari 

masyarakat sebagai pemimpin tokoh pelopor perubahan 

tersebut. Kaidah hukum sebagai alat untuk merubah 

masyarakat mempunyai peranan penting terutama dalam 

perubahan-perubahan yang dikehendaki atau perubahan 

yang direncanakan (intended change atau planned change).22 

                                                           
22 Rusli Effendi, dkk, Teori Hukum (Cet l: Makassar Hasanuddin 

University Press), h. 82 
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3. Fungsi Hukum Sebagai Simbol 

Fungsi ini dimaksud untuk menyederhanakan 

rangkaian tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga 

mudah diperoleh pengertian yang bersifat umum. 

Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum, jelas akan 

memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun 

masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu 

peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. 

Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat 

membantu komunikasi antara pelaksana hukum dengan 

warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu 

sendiri. Untuk lebih memahami makna fungsi sebagai 

simbol, harus mengetahui tujuan penyimbolan hukum 

yaitu sebagai berikut: 

a. Menyederhanakan suatu rangkaian tindakan atau 

peristiwa tertentu, agar mudah diproleh pengertian 

yang bersifat umum dari tindakan atau peristiwa yang 

kemungkinan mempunyai esensi sejenis. 

b. Memudahkan para pelaksana hukum dalam 

menerapkan simbol hukum tertentu suatu tindakan atau 

peristiwa yang tidak bersesuaian dengan hukum. 

4. Fungsi Hukum Sebagai a political instrument 

Fungsi hukum sebagai sarana politik adalah untuk 

memperkokoh kekuasaan politik atau mengefektifkan 

pelaksanaan kekuasaan negara. Melihat fungsi tersebut, 

menunjukkan keberadaan hukum tertulis yang dibuat 

secara procedural. Keberadaan hukum dan politik dalam 

kenyataannya memang tidak mungkin dapat dipisahkan, 

karena keberadaan hukum sebagai kaidah tertuls 

merupakan pesan-pesan politik, tetapi setelah ditetapkan 

pemberlakuannya, tidak boleh lagiditafsirkan secara politik 

yang bermuatan kepentingan, tapi harus ditafsirkan secara 

yuridis. 
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5. Fungsi Hukum Sebagai Integrator 

Fungsi hukum ini mengurangi konflik yang terjadi 

dan memperlancar proses interaksi pergaulan sosial. 

Artinya hukum menjadi sarana untuk menciptakan 

keserasian berbagai kepentingan masyarakat, sehingga 

proses pergaulan hidup berlansung dengan tertib dan 

lancar. Salah satu fungsi hukum untuk memperlancar 

interaksi dalam memajukan pembangunan ekonomi, dapat 

dilihat pada aspek kegunaannya sebagai berikut: 

a. Bidang hukum publik yaitu yang bersifat administrasi 

untuk mendorong perkembangan ekonomi melalui 

lembaga-lembaga hukum. 

b. Bidang hukum privat yaitu mengatur hubungan antar 

pelaku ekonomi sehingga dapat meningkatkan 

kepastian hukum melalui perjanjian atau kontrak.23 

Indonesia adalah negara yang menganut pluralitas 

dalam bidang hukumnya, dimana ada tiga hukum yang 

keberadaannya diakui dan berlaku yaitu hukum barat, 

hukum agama dan hukum adat. Pada prakteknya masih 

banyak masyarakat yang menggunakan hukum adat dalam 

mengatur kegiatan sehari-harinya serta dalam 

menyelesaikan suatu permasalahan yang ada. Setiap 

wilayah di Indonesia mempunyai tata hukum adatnya 

masing-masing untuk mengatur kehidupan bermasyarakat 

yang beraneka ragam yang sebagian besar hukum adat 

tersebut tidak dalam bentuk aturan yang tertulis. 

Hukum adat tersebut berkembang mengikuti 

perkembangan masyarakat dan tradisi rakyat yang ada. 

Hukum adat merupakan endapan kesusilaan dalam 

masyarakat yang kebenarannya mendapatkan pengakuan 

dalam masyarakat tersebut. Dalam perkembangannya, 

                                                           
23 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofi Dan 

Sosiologis), (Cet.ll: Jakarta, PT. Tokoh Gunung Agung, 2002), h. 87-104 
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praktek yang terjadi dalam masyarakat hukum adat 

keberadaan hukum adat sering menimbulkan pertanyaan-

pertanyaan apakah aturan hukum adat ini tetap dapat 

digunakan untuk mengatur kegiatan sehari-hari 

masyarakat dan menyelesaikan suatu permasalahan-

permasalahan yang timbul di masyarakat hukum adat. 

Sementara itu negara kita juga mempunyai aturan hukum 

yang dibuat oleh badan atau lembaga pembuat undang-

undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. 

Antara hukum adat dengan hukum negara mempunyai 

daya pengikat yang berbeda secara konstitusional bersifat 

sama tetapi terdapat perbedaan pada bentuk dan 

aspeknya.24Hukum danmasyarakat memiliki fungsi yang 

saling berkaitan. Fungsi hukum pada masyarakat adalah 

untuk mencegah konflik kepentingan. Jika terjadi, maka 

hukum menjadi penyedia cara untuk menyelsaikannya 

berdasarkan kebijakan yang didasarkan pada norma yang 

berlaku. 

C. TEORI FIQH SIYASAH 

Sebagaimana kita ketahui, bahwa hukum Islam 

(Syara') lebih bersifat teokratis, yaitu bahwa hukum itu 

datang dari Tuhan, bukan datang dari kesadaran hukum 

masyarakat dan bukan pula datang dari kekuasaan, 

kewenangan, dan kedaulatan negara. Oleh karena itu al-

hukmu menurut ushul fiqh berarti kitabullah (Titah Allah) 

yang mengatur perbuatan manusia, baik yang berupa 

tuntunan untuk melakukan sesuatu perbuatan, maupun 

tuntunan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan. Terhadap 

orang-orang Islam, hukum Islam (Syara') itu sangat penting, 

karena bukan saja ia memberikan petunjuk-petunjuk dalam 

                                                           
24Team Fakultas Hukum UNJA, Keberadaan Hukum Adat dalam Sistem 

Hukum Di Indonesia,https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-
sistem-hukum-indonesia/ (28 September 2021, 13:12) 

https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/
https://law.unja.ac.id/keberadaan-hukum-adat-dalam-sistem-hukum-indonesia/
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menghadapi masalah-masalah kehidupan, juga karena 

kebutuhan kepadanya dianggap sebagai bagian dari ketaatan 

kepada Tuhan. Di samping itu hukum Islam juga merupakan 

suatu hal yang sangat berpengaruh dalam membangun 

tatanan sosial dan kehidupan kemasyarakatan umat Islam. 

Maksud hukum Islam sebagai tatanan hukum yang ditaati 

oleh mayoritas rakyat Indonesia adalah bahwa hukum yang 

telah hidup dalam masyarakat merupakan kesadaran hukum 

mayoritas rakyat Indonesia, oleh sebab itu, pembicaraan 

mengenai pemberlakuan teori-teori hukum Islam menjadi 

penting.25 

Peranan Hukum Islam dalam Pembangunan Hukum 

Nasional di Indonesia Hal ini yang perlu mendapat kejelasan 

adalah peranan hukum Islam dalam pembangunan hukum 

nasional di Indonesia. Adapaun peranan hukum Islam di 

dalam pembangunan hukum nasional di Indonesia terdapat 

beberapa bentuk, diantaranya:  

a. Ada dalam arti sebagai bagian integral dari hukum 

nasional Indonesia. 

b. Ada dalam arti adanya dengan kemandirian yang diakui 

adanya dan kekuatan serta wibawanya oleh kaum nasional 

dan diberi status hukum nasional. 

c. Ada dalam hukum nasional dalam arti norma-norma 

hukum Islam yang berfungsi sebagai penyaring bahan-

bahan hukum nasional Indonesia. 

d. Ada dalam arti sebagai bahan utama dan unsur utama 

hukum nasional Indonesia.26 

Salah satunya terkait tentang kebersihan. 

Kebersihan adalah salah satu bagian penting di dalam Islam, 

                                                           
25 Badran Abu Al-Ainain Badran, Ushul Al-Fiqh Al-Islami (Iskandaiyah : 

Muasassah Syabab al-Jami‟at t.t), h. 251 
26 Ismail Suny, Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan 

Indonesia, h. 77 
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kebersihan dan kesucian merupakan bagian dari 

kesempurnaan nikmat yang diberikan Allah kepada 

hambaNya, karena bersih merupakan modal awal dari hidup 

sehat, kesehatan merupakan nikmat yang tidak ternilai 

harganya.  

Tidak ada satu hal di dalam kehidupan kita selain 

Islam yang telah memberi arahan dan petunjuknya. Semua 

kandungan ajaran dalam islam bertujuan memberikan arahan 

dan petunjuknya, serta menjadikan umatnya hidup bahagia 

dan sejahtera di dunia dan di akhirat.Salah satu aspek 

kehidupan yang menjadi perhatian Islam adalah kesucian dan 

kebersihan. Selain kebersihan diri, kebersihan lingkungan 

juga penting dalam kelangsungan hidup makhluk Allah di 

bumi. Kebersihan lingkungan rumah kita sebagai tempat 

tinggal harus selalu dijaga dan dilestarikan. Karena rumah 

atau tempat tinggal mencerminkan penghuni rumah itu 

sendiri. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-qur‟an surah 

al- anfal ayat 11 sebagai berikut: 

ركَُمْ ا مَاۤءِ مَاءًۤ لِّيُطهَِّ نَ السَّ نْهُ وَيُ نَ زِّلُ عَلَيْكُمْ مِّ يْكُمُ الن ُّعَاسَ امََنَةً مِّ ذْ يُ غَشِّ ِِ

يْطٰنِ وَليَِ رْبِطَ عَلٰى قُ لُوْبِكُمْ وَيُ ثبَِّتَ بهِِ  ٖ  بِه وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّ
 .ٖ  الْْقَْدَامَ 

Artinya:”(Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk 
untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah 
menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu untuk 
menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan 
menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu 
dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh 
telapak kakimu (teguh pendirian).” 

Allah SWT telah memberikan kita hujan dan air untuk 

membersihkan diri. Karena itu, kita harus mengingatkan diri 

sendiri bahwa air adalah hak istimewa yang kita dapat 
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sebagai bentuk hadiah dari Allah SWT. Tentunya, kita patut 

berterima kasih atas pemberian itu.Berdasarkan ajaran islam, 

rumah yang suci adalah rumah yang terawat dan bersih. 

Ketika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar kita, 

maka sesuatu yang buruk akan terjadi. Penyakit dan wabah 

merajalela.Kesehatan jadi sesuatu yang sangat mahal 

harganya. Saat ini penyebaran penyakit dan virus merajalela. 

Hanya kita lah sebagai makhluk hidup dan manusia berakal 

yang dapat melakukan pencegahan dan perubahan ke arah 

yang lebih baik.Mencegah lebih baik dari pada mengobati. 

Salah satunya adalah memastikan dan merawat rumah kita 

sendiri.Keimanan seseorang tercermin kalau dia dapat 

menjaga kebersihan. Dengan kata lain orang yang tidak 

menjaga kebersihan, berarti keimanannya belum sempurna. 27 

ضَ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِِ ٱلْبَ رِّ وَٱلْبَحْرِ بِاَ كَسَبَتْ أيَْدِى ٱلنَّاسِ ليُِذِيقَهُم بَ عْ 
 لَعَلَّهُمْيَ رْجِعُونَ ٖ  ٱلَّذِىعَمِلُوا

Artina:”Telah nampak kerusakan di darat dan di laut 
disebabkan karena perbuatan tangan manusia, 
supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian 
dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali 
(kejalan yang benar). Q.s Ar-Rum Ayat 41  
 
Telah terlihat kerusakan di daratan dan di lautan 

seperti kekeringan, minimnya hujan, banyaknya penyakit dan 

wabah, yang semua itu disebabkan kemaksiatan-kemaksiaan 

yang dilakukan oleh manusia, agar mereka mendapatkan 

hukuman dari sebagian perbuatan mereka di dunia, supaya 

mereka bertaubat kepada Allah dan kembali kepadaNya 

dengan meninggalkan kemaksiatan, selanjutnya keadaan 
                                                           

27 Herwanto, Kebersihan diri dan Lingkungan Adalah Aspek Dalam Keimanan 
Islam, https://www.kompas.tv/article/79332/kebersihan-diri-dan-lingkungan-
adalah-aspek-utama-dalam-keimanan-islam, (30 September 2021, 16:04) 

https://www.kompas.tv/article/79332/kebersihan-diri-dan-lingkungan-adalah-aspek-utama-dalam-keimanan-islam
https://www.kompas.tv/article/79332/kebersihan-diri-dan-lingkungan-adalah-aspek-utama-dalam-keimanan-islam
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mereka akan membaik dan urusan mereka menjadi lurus. 

(Tafsir al-Muyassar) Telah nampak kerusakan di daratan 

maupun di lautan dalam kehidupan manusia dengan 

berkurangnya penghasilan dan di dalam diri mereka dengan 

timbulnya berbagai penyakit dan wabah, disebabkan karena 

kemaksiatan yang mereka lakukan. Hal itu timbul agar Allah 

merasakan kepada mereka balasan dari perbuatan buruk 

mereka di kehidupan dunia dengan harapan agar mereka 

kembali kepada-Nya dengan bertobat. (Tafsir al-Mukhtashar) 

Telah tampak kerusakan di berbagai hal seperti kegersangan, 

kekeringan, kebakaran, banjir, penyakit, kegelisahan dan 

ditawan oleh musuh akibat kemaksiatan dan dosa manusia. 

Supaya Allah membuat mereka merasakan balasan dari 

sebagian perbuatan mereka di dunia sebelum dihukum di 

akhirat dan supaya mereka bisa kembali dari kemaksiatan 

mereka dan bertaubat atas dosa-dosa (mereka). (Tafsir al-

Wajiz).  

 

ٖ    كَانَ  قِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَ بْلُ  ٖ    كَيْفَ كَانَ عَٰ ٖ   فِِ ٱلَْْرْضِ فَٱنظرُُوا قُلْ سِيروُا
 مُّشْركِِيَ  أَكْثَ رهُُم

Artinya: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang 
yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu 
adalah orangorang yang mempersekutukan (Allah)".Q.
s Ar-RumAyat 42 
 
Katakanlah (wahai Rasul) kepada orang-orang yang 

mendustakan apa yang kamu bawa, “Berjalanlah di penjuru 

bumi untuk merenungkan dan mengambil pelajaran, lalu 

lihatlah bagaimana kesudahan umat-umat terdahulu yang 

mendustakan seperti kaum Nuh, Ad dan Tsamud. Kalian 

akan melihat akibat mereka adalah akibat terburuk dan 
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angan-angan mereka adalah angan-angan yang terjelek. 

Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang 

mempersekutukan Allah. (Tafsir al-Muyassar) Katakan -wahai 

Rasul- kepada orang-orang musyrik, "Berjalanlah kalian di 

muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan umat-

umat yang mendustakan sebelum kalian?" Kesudahan 

mereka adalah kesudahan yang buruk. Kebanyakan dari 

mereka menyekutukan Allah dengan menyembah selain 

Allah bergandeng dengan menyembah Allah. Maka mereka 

dibinasakan karena kesyirikan mereka tehadap Allah. (Tafsir 

al-Mukhtashar) Wahai rasulallah, katakanlah kepada orang-

orang yang mendustakan risalahmu, “Berjalanlah ke penjuru 

bumi dan renungkanlah tentang apa yang terjadi di sana, 

supaya kalian bisa memastikan kebenaran janji Kami dan 

lihatlah takdir umat-umat terdahulu yang Kami hancurkan, 

karena kebanyakan mereka menyekutukan Allah dengan 

tuhan lain” (Tafsir al-Wajiz)28 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Qur‟an Surat Ar-Rum ayat 41-42 dan Tafsir Ayat 
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BAB III 

GAMBARAN OBJEK PENELITIAN 

 

Sekitar tahun 1830 pada masa kesultanan Palembang 

di Kabupaten Lahat telah ada marga, marga-marga ini 

terbentuk dari sumbai-sumbai dan suku-suku yang ada pada 

waktu itu seperti Lematang, Besemah, Lintang, Gumai, 

Tebing Tinggi, dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan 

bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan 

cikal bakal adanya Pemerintah di Kabupaten Lahat. Pada 

masa Inggris berkuasa di Indonesia, marga tetap ada. Dan, 

pada masa kekuasaan Belanda sesuai dengan kepentingannya 

pada waktu itu, pemerintahan di Kabupaten Lahat dibagi 

dalam afdeling (Keresidenan) dan onder afdelling (kewedanan). 

Dari 7 afdelling yang terdapat di Sumatra Selatan, di 

Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) afdelling yaitu afdelling 

Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah onder afdelling, dan 

afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim 

serta Besemah dengan 4 onder afdelling. Dengan kata lain, 

(waktu itu) di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada 

tanggal 20 Mei 1869 afdelling Lematang Ulu, Lematang Ilir, 

serta Besemah beribu kota di Lahat dipimpin oleh PP Ducloux, 

dan posisi marga sebagai bagian dari afdelling. Tanggal 20 Mei 

akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai 

dengan Keputusan Gebernur Kepala Daerah Tingkat I 

Sumatra Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.29 

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, afdelling 

yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah namanya 

menjadi sidokan. Sidokan ini dipimpin oleh orang pribumi 

atas penunjukkan pemerintah militer Jepang dengan nama 

Gunco dan Fuku Gunco. Kekalahan Jepang pada tentara 

                                                           
29 Kabupaten Lahat, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lahat#Sejarah, 

(01 Oktober 2021, 5:11) 
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sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia 

memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 

Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu 

kabupaten di Provinsi Sumatra Selatan berdasarkan UU No. 

22 Tahun 1948, Keppres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti 

UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Kabupaten 

Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya, kemudian 

diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 

1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I 

provinsi Sumatra Selatan,sehingga Kabupaten Lahat resmi 

sebagai Daerah Tingkat II hingga sekarang, dan diperkuat 

dengan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan 

diubah dengan UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten 

Lahat.30 

Adapun tujuan Kabupaten Lahat memiliki Visi dan 

Misi dan Tujuan. Visi Pemerintahan Lahat adalah 

Terwujudnya Kabupaten Lahat Bangkit 2021 Misi Kabupaten 

Lahat : 

Visi Kabupaten Lahat 

“Mewujudkan masyarakat kabupaten Lahat yang berahlaq, 

mandiri, berkeadilan, makmur dan sejahtera serta 

terselenggaranya pembangunan yang berbasis pemerataan 

yang berkelanjutan”  

Misi Kabupaten Lahat 

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih dan inovatif. 

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur publik berbasis 

pada pemerataan wilayah yang memadai dan efektif. 

3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang 

berakhlaq, sehat, cerdas, dan berkepribadian luhur. 

                                                           
30 Kabupaten Lahat, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lahat#Sejarah, (01 Oktober 2021, 
5:11) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Lahat#Sejarah
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4. Menumbuhkembangkan perekonomian rakyat menuju 

kedaulatan sumber daya alam yang tersedia. 

5. Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan 

budaya yang lestari. 

Pada saat ini masyarakat kabupaten Lahat adalah 

masyarakat yang  bergerak sebagai masyarakat modern, 

meski banyak yang berprofesi sebagai PNS dan pada 

umumnya mereka juga mencari penghasilan dari bidang 

pertanian dan sebagian masyarakat juga menjadi pedagang. 

A. Kondisi Demografis Masyarakat Kabupaten Lahat 

1. Jumlah Penduduk 

Sesuai dengan data yang ada di pusat badan statistik 

kabupaten Lahat dapat diketahui bahwa jumlah penduduk 

yang ada di kabupaten Lahat dari Tahun 2020 kurang lebih 

413.206 jiwa. 

2. Kondisi Keagamaan  

Kondisi keagamaan masyarakat secara umum di 

kabupate Lahat dapat dikatakan bahwa mayoritas 

penduduknya adalah beragama Islam. Namun 

kenyataannya tidak seluruhnya beragama Islam, mereka 

(masyarakat setempat) ada juga yang beragama non-Islam. 

Bahkan yang menjadi prihatin tokoh agama sekitar adalah 

terjadinya konversi agama, terutama di Kabupaten Lahat. 

Hal ini telah penulis amati dan teliti bahwa faktor 

terjadinya konversi agama di Dusun tersebut adalah 

pertama adanya faktor ekonomi lemah, dan kedua 

kurangnya pemahaman terhadap agamanya sendiri 

(Islam). 

 Fenomena konversi agama, dari Islam ke Kristen 

ini membuat para tokoh agama, tokoh masyarakat, dan 

warga setempat menjadi resah dan gelisah. Namun pada 

kenyataannya, hal ini tidak sampai mengganggu 

kerukunan hidup antar umat beragama. Selama ini 
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hubungan kemasyarakatan dan keagamaan di daerah 

Kabupaten Lahat. dapat dikatakan tetap terjaga dengan 

baik; antara lain dengan cara saling menghormati dan 

menghargai antar pemeluk agama. Kerukunan adalah 

istilah yang dipenuhi oleh muatan makna “baik” dan 

“damai”. Intinya hidup bersama dalam masyarakat dengan 

“kesatuan hati” dan “bersepakat” untuk tidak menciptakan 

perselisihan dan pertengkaran. Bila pemaknaan tersebut 

dijadikan pegangan, maka “kerukunan” adalah sesuatu 

yang ideal dan didambakan oleh setiap masyarakat. 

Agama apapun, khususnya agama Islam 

menganjurkan dan mengajarkan umatnya untuk selalu 

ta‟awun (bekerja sama) dengan orang lain dan saling 

tolong menolong dengan sesama manusia. Demikian ini 

menggambarkan bahwa umat Islam diperintahkan untuk 

selalu dan tetap menjaga kerukunan antar umat beragama, 

baik yang seagama maupun berbeda agama. 

3.  Kondisi Pendidikan  

Pendidikan merupakan satu proses yang 

berlangsung dalam kehidupan sebagai upaya untuk 

menyeimbangkan kondisi dalam diri dengan kondisi luar 

diri. Proses penyeimbangan ini merupakan bentuk survive 

yang dilakukan agar diri dapat mengikuti setiap kegiatan 

yang berlangsung dalam kehidupan. Artinya, setiap orang 

mempunyai kesadaran yang sangat tinggi atas eksistensi 

hidup dan kehidupan di masyarakat. 

Pendidikan juga merupakan salah satu hal yang 

paling urgen di kabupaten Lahat, Hal ini penulis amati 

bahwa tingkat pendidikan masyarakat dapat dikatakan 

bagus, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-

formal. Dalam pendidikan agama, pesan suci baik dalam 

Al Qur‟an maupun sabda nabi sudah diajarkan dan 

diterapkan sejak usia anak-anak. Tidak hanya pada usia 
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anak-anak saja, remaja dan orang tua pun juga masih tetap 

mendapatkan bimbingan dan pendalaman agama secara 

inten, terutama dalam pengajaran dan pendalaman agama 

Islam. Hal ini dilakukan agar pengetahuan agama Islam 

tetap diterapkan serta ditegakkan dalam kehidupan 

bermasyarakat. Diharapkan dengan pengetahuan agama 

yang dimiliki bisa menjadi bekal dalam rangka 

memperkuat aqidah dan keimanan masyarakat. Bimbingan 

pengetahuan tentang agama Islam ini dilakukan di 

kabupaten Lahat dengan diadakannya pengajian atau 

tausiah keislaman oleh para tokoh agama, ustadz setempat. 

Bahkan ada juga pembicara yang sengaja didatangkan dari 

luar daerah.  

4. Kondisi Ekonomi 

Secara umum, mata pencaharian masyarakat di 

Kabupaten Lahat adalah Petani dan Pedagang. Di samping 

petani, mata pencaharian masyarakat setempat beraneka 

ragam, seperti pengajar, pedagang, beternak, kuli 

bangunan, pembantu rumah tangga, dan TKW. Bila dilihat 

dari mata pencahariannya, maka dapat  dikatakan bahwa 

penghasilan dan perekonomian masyarakat di kabupaten 

Lahat dikatakan ekonominya menengah ke bawah. 

5. Keadaan Sosial dan Budaya  

Kebiasaan masyarakat di kabupaten Lahat masih 

memegang adat yang ada sejak dulu hingga sampai saat 

ini masih tetap dilestarikan. Misalnya budaya 

gotongroyong kebiasaan masyarakat terhadap saling 

membahu satu sama lain tujuannya untuk tercapainya 

tujuan bersama. Meskipun ada sebagaian masyarakat 

yang tidak memiliki kesadaran akan hal itu, contohnya 

kesadara masyarakat yang minim sekali kesadaran 

terhadap lingkungan disekeliling mereka. Pola pikir dan 

pemahaman yang berkembang di tengah-tengah 
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masyarakat menjadi alasan dan pegangan warga untuk 

meninggalkan kebiasaan-kebiasaan tersebut. 

6. Kondisi Kehidupan Sosial Keluarga Muslim di 

Kabupaten Lahat 

Di kabupaten Lahat mayoritas agama yang dipeluk 

oleh masyarakat yaitu agama Islam, bukan hanya agama 

Islam saja melainkan masih ada masyarakat yang memeluk 

agama yang lain seperti Khatolik, Protestan,Hindu, Budha. 

Namun penduduk yang beragama diluar Islam tidak 

sedikit. Banyaknya masjid dan mushola menggambarkan 

suasana religius di kabupaten Lahat. Jumlah penduduk 

tidak sebanding atau masih tergolong belum padatnya 

penduduk sehingga masih banyak lahan kosong yang luas 

dan sepi yang dikhawatirkan rawan terjadi untuk tempat 

pembuangan sampah, jika benaan itu terjadi bukan hanya 

pasar Lematang yang menjadi sorotan dan menjadi 

pemerhatian bersama terhadap kebersihan lingkungan 

hidup. 

Bidang sosial dikabupaten Lahat tidak jauh 

berbeda dengan kehidupan keluarga ditempat-tempat lain, 

kegiatan sosial yang sering diikuti oleh masyarakat di 

kabupaten Lahat seperti halnya gotong royong terhadap 

kebersihan lingkungan hidup mereka. Tujuannya untuk 

tetap menjaga kebersihan. Dan masih banyak lagi kegiatan 

lainnya yang dilakukan keluarga muslin di kabupaten 

Lahat untuk tetap menjaga kebersihan lingkungan hidup. 

Dibeberapa bagian yang terdapat dikabupaten 

Lahat bahwasanya masyarakat memiliki banyak kegiatan 

dari segi keagamaan bertujuan untuk mengerti dan paham 

tetang betapa indahnya islam mengatur kehidupan 

bermasyarakat. Bukan hanya orang tua melainnkan remaja 

juga membentuk kegiatan yaitu remaja islam masjid 

(RISMA) yang memiliki kegiatan yang berbeda-beda 
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diantaranya tahsin,kultum,tadarus bersama dan pngajian 

serta public speaking untuk melatih berani didepan umum. 

Akan tetapi sangat disayangkan disebagian yang terdapat 

dikabupaten Lahat hanya sebagian 50% lebih kurang yang 

aktif RISMA nya. 

B. Problematika Sampah Dipasar Lematang 

Untuk menjaga kebersihan kawasan pasar Lematang 

Kabupaten Lahat banyak masalah yang dihadapi, adapun 

permasalahan sampah yang dihadapi oleh masyarakat pasar 

Lematang. Aktivitas masyarakat dalam menjaga kebersihan 

lingkungan. Dari yang penulis amati yaitu kawasan pasar 

Lematang yang menjadi permasalahan serius dalam 

menangani kebrsihan sebab akan menjadi permaslahan 

serius untuk kedepannya. Jika tidak ditindak lanjuti oleh 

pemerintah atau kesadaran masyarakat sekitar pasar 

Lematang. Sebagaimana yang penulis lihat pada saat 

observasi dilapangan bahwasanya masih banyak 

masyarakat yang membuang sampah sembarangan. 

Sehingga usaha untuk menjaga kebersihan belum maksimal. 

Masyarakat juga belum sadar akan bahaya yang akan 

mengancam untuk masa yang akan mendatang, oleh karena 

itu massyarakat masih saja melakukan atau membuang 

sampah dijalan raya, selokan, tanah yang kosong, dan dekat 

dengan kuburan sehingga massih banyak sampah yang 

berserakan. Hal inilah yang menjadi tugas bersama bukan 

hanya pemerintah daerah saja atau masyarakat perlu 

dilakukan kerjasama untuk menciptakan lingkungan pasar 

yang bersih. Bahkan ada mobil mewah yang 

sengajamembuang sampah didaerah pasar Lematang 

meskipun pemerintah telah memfasilitasi dan ada plang 

dilarang membuang sampah akan tetapi tetap saja 

masyarakat membuang sampah sembarangan. 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas 

penegakan hukum adalah sebagai berikut:  

1) Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang) 

Faktor hukum dalam hal ini dibatasi pada 

undang-undang materiel (selanjutnya disebut undang-

undang). Undang-undang materiel adalah peraturan 

tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh penguasa 

pusat maupun penguasa daerah yang Dengan demikian, 

maka undang-undang dalam hal ini mencakup: 

a) Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga 

negara atau golongan tertentu saja maupun yang 

berlaku umum di sebagian wilayah negara. 

b) Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu 

tempat saja. 

2) Faktor Penegak Hukum 

Ruang lingkup penegakan hukum adalah luas 

sekali karena mencakup mereka yang secara langsung 

maupun tidak langsung berkecimpung dalam bidang 

penegakan hukum. Dalam hal ini akan dibatasi pada 

kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam 

bidang penegakan hukum, yang mencakup mereka yang 

bertugas dalam bidang kehakiman, kejaksaan, 

kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan. Secara 

sosiologis, seorang penegak hukum tersebut mempunyai 

kedudukan dan peranan. Kedudukan tersebut 

merupakan suatu wadah, sedangkan peranan 

merupakan isi dari wadah tersebut, yang terdiri dari: 

hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Seorang 

penegak hukum lazimnya mempunyai beberapa 

kedudukan dan peranan sekaligus yang tidak mustahil, 

antara kedudukan dan peranan tersebut akan timbul 

konflik. Dalam kenyataanya, ada kemungkinan akan 

ditemui kesenjangan antara peranan yang seharusnya 
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dengan peranan yang sebenarnya dilakukan atau 

peranan aktual, maka timbullah kesenjangan peranan. 

Kesenjangan peranan tersebut akan mungkin 

dijumpai karena ada suatu halangan-halangan yang 

dijumpai saat penerapan peranan dari penegak hukum, 

yang mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari 

lingkungan. Untuk itu, agar halangan-halangan dapat 

diatasi maka perlu dilakukan dengan cara mendidik, 

melatih, dan membiasakan diri untuk mempunyai 

sikap-sikap tertentu, agar tidak dijumpai kesenjangan 

dalam penerapan peranan. 

3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung 

Sarana dan fasilitas pendukung mempunyai 

peranan yang sangat penting dalam mendukung 

kelancaran penegakan hukum. Sarana dan fasilitas 

pendukung tersebut, antara lain mencakup: tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi 

yang baik, peralatan yang 48 memadai, keuangan yang 

cukup, dan lain sebagainya. Jika hal-hal tersebut tidak 

terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan 

mencapai tujuannya. Tanpa adanya sarana dan fasilitas 

tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum 

menyerasikan peranan yang seharusnya dengan 

peranan aktual. 

4) Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan 

bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam 

masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut 

tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi 

penegakan hukum tersebut. Masyarakat Indonesia 

mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai 

hukum. Dari beberapa pendapat mengenai hukum, 

masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan yang 
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besar untuk mengartikan hukum dan bahkan 

mengidentifikasikannya dengan petugas (dalam hal ini 

penegak hukum sebagai pribadi). Salah satu akibatnya 

adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa 

dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum 

tersebut. Anggapan-anggapan masyarakat ini harus 

mengalami perubahan-perubahan. Perubahanperubahan 

tersebut dapat dilakukan melalui penerangan atau 

penyuluhan hukum yang berkesinambungan, sehingga 

diharapkan akan dapat menempatkan hukum pada 

kedudukan dan peranan yang semestinya. 

C. Karakteristik Lokasi Dan Wilayah 

Kabupaten Lahat terdiri dari gambaran kondisi 

geografis dan administratif wilayah, gambaran mengenai 

demografi, gambaran mengenai topografi wilayah, gambaran 

mengenai geohidrologi, gambaran mengenai geologi, 

gambaran mengenai klimatologi, dan gambaran mengenai 

kondisi sosial dan ekonomi. 

1. Geografis dan Administrasi Wilayah 

Secara geografis Kabupaten Lahat terletak antara 3,25 

derajat sampai dengan 4,15 derajat Lintang Selatan, 102,37 

derajat sampai dengan 103,45 derajat bujur timur. 

Kabupaten Lahat dengan wilayah seluas 4.361,83 km2, 

berdasarkan jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten Lahat ke 

ibu kota Kecamatan adalah Kecamatan Tanjung Sakti Pumi 

yaitu sejauh 112 Km. Sedangkan jarak terdekat dari ibu 

kota Kabupaten Lahat ke ibu kota kecamatan Pulau 

Pinang. Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut dan 

Persentase Luas Kecamatan terhadap Luas Kabupaten 

Dirinci Menurut Kecamatan di Kabupaten Lahat: 

Tabel 1.1 
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  Kabupaten Lahat dengan wilayah seluas 4. 

361,83 Kilo meter persegi dengan batasan wilayah sebagai 

berikut: 

Sebelah Utara          :  berbatasan dengan Kabupaten Muara 

Enim dan Musi   Rawas  

Sebelah Selatan    : dengan Kota Pagaralam dan Kabupaten 

Bengkulu Selatan Propinsi Bengkulu.  

Sebelah Timur  : Kabupaten Muara Enim  

 Sebelah Barat  : Kabupaten Empat Lawan 

2. Gambaran Topografi 

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Lahat dilihat 

dari ketinggiannya sangat bervariasi yaitu ketinggian 

antara 25– 100 meter dpl seluas 1.156 Km2 (17,47 %), 

ketinggian antara 100– 500 meter dpl seluas 2.520,90 Km2 

(38,09 %) , ketinggian 500– 1.000 meter dpl seluas 1.532,22 

Km2 (23,15 %), dan ketinggian diatas 1.000 meter dpl 

adalah seluas 1.409,15 Km2 (21,29 %). Jadi secara umum 

wilayah Kabupaten Lahat tergolong kedalam dataran 

tinggi, yang termasuk pada alur Bukit Barisan dengan 

puncaknya yang tertinggi yaitu Bukit Serelo dengan 

ketinggian lebih kurang 600 meter dpl dan Gunung Dempo 

dengan ketinggian lebih kurang 3.159 meter dpl. Daerah 

dataran tinggi meliputi daerah-daerah Kecamatan Kota 

Agung, Tanjung Sakti Pumi, Jarai dan sebagian Kecamatan 

Pulau Pinang dan Merapi. Kondisi topografi wilayah 

Kabupaten Lahat dilihat dari kemiringan lerengnya 

didominsi oleh kemiringan lereng > 40 % yaitu seluas 

2.729,38 Km2 atau sekitar 41,24 % dari luas wilayah 

Kabupaten Lahat. Kemiringan lereng pada masing-masing 

kecamatan di wilayah Kabupaten Lahat diklasifikasikan 

menjadi 4, yaitu 0 – 3 %, 3- 12 %, 12 – 40 % dan 40 % ke 

atas. Daerah yang mempunyai kemiringan lereng 0 – 3 % 

terbesar terdapat di Kecamatan Kikim dengan luas 537,39 
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Km2, sementara untuk Kecamatan Pulau Pinang sama 

sekali tidak mempunyai lahan dengan kemiringan tersebut. 

Untuk kemiringan antara 3 – 12 % juga paling banyak 

terdapat di Kecamatan Tanjung Sakti Pumi dengan luas 

22,77 Km2. 31. 

D. Tujuan Kebijakan Dan Strategi Kabupaten Lahat  

Tujuan penataan ruang Kabupaten Lahat merupakan 

arahan perwujudan ruang wilayah kabupaten yang ingin 

dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan penataan ruang 

kabupaten memiliki fungsi :  

a. Sebagai dasar untuk memformolasikan kebijakan dan 

strategi penataan ruang wilayah kabupaten  

b. Memberikan arah bagi penyusun indikasi program utama 

dalam RTRW kabupaten; dan  

c. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.  

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan 

berdasarkan :  

a. Visi dan misi pembangunan wilayah kabupaten 

b. Karakteristik wilayah kabupaten 

c. Isu strategis; dan 

d. Kondisi objektif yang diinginkan.  

Tujuan penataan ruang wilayah kabupaten dirumuskan 

dengan kriteria :  

a. Tidak bertentangan dengan tujuan penataan ruang 

wilayah Provinsi dan Nasional 

b. Jelas dan dapat tercapai sesuai jangka waktu perencanaan; 

dan 

c. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan.  

                                                           
31 Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah 

2018-2023 Kabupaten Lahat 
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Berdasarkan pertimbangan terhadap uraian diatas, 

maka tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan 

Dan Keindahan (Tertib Jalan, Fasilitas Umum Dan Jalr Hijau). 

Diarahkan sebagai berikut : “Terwujudnya Lingkungan bersih 

di Kabupaten Lahat yang merata dan terpadu yang berbasis 

agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang 

berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan” 

Pasar Lematang akan menjadi icon pasar tradisional 

dengan nuansa modern di Kabupaten Lahat. Pasar yang 

berdiri lebih dari 30 tahun lalu ini, memiliki luas tanah 

sepanjang 5.800 meter persegi, dengan kafasitas 48 ruko, 561 

kios, dan yang paling menarik pasar ini berada di jantung 

Kota Lahat. Sempat dilakukan beberapa kali renovasi, meski 

masih bersifat sangat tradisional. Sehingga belum mampu 

menjadi sentra perekonimian Kabupaten Lahat. Bahkan 

kondisi saat ini dipasr lematang semakin memperhatikan, 

sedikit mulai sedikit ditinggalkan oleh pengunjung. Melihat 

icon semakin terpuruk, rancangan pemerintah kabupaten 

Lahat akan menyulap pasar kumuh menjadi pasar modern. 

Pasar Tradisional Modern Lematang ini nantinya akan jadi 

magnet pertumbuhan ekonomi kerakyatan di Kabupaten 

Lahat. Berdiri dengan dua lantai, ditambah satu lantai 

basemen yang dijadikan sebagai lahan parkir. Untuk bagian 

depan akan dijadikan pusat souvenir, kuliner dan oleh-oleh 

khas Kabupaten Lahat. Selain itu fasilitas penunjang lainnya 

juga disiapkan, seperti area jalan bagi disabilitas, mushola, 

pusat informasi, ATM center dan area parkir yang cukup. 

Untuk di lantai satu, saat ini kondisinya padat diisi oleh 

pedagang pakaian, kedepan rencananya akan dijadikan pusat 

bagi yang berjualan daging, ikan, sayur dan buah. Sedangkan 

untuk lantai dua, yang saat ini sebagai tempat berjual daging, 

ikan, sayuran, sembako, buah dan pakaian, akan dijadikan 
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pusat kuliner, pakaian, dan super market, yang dilengkapi 

pusat informasi bagi pengunjung.32 

Pasar Lematang berada di jantung Kota Lahat, 

yang rencananya akan menjadi Pasar Tradisional Modern, 

dengan tatanan seperti berasa di dalam Mall, nampaknya 

tahun ini batal bersolek alias dipercantik. Ketidak tersediaan 

anggaran jadi faktor utama rencana wajah baru Kota Lahat 

ini belum bisa berjalan. Padahal rencana mempercantik 

Pasar Lematang tersebut, bertujuan untuk meningkatkan 

laju perekonomian warga (pedagang), juga membuat wadah 

bagi wisatawan yang ingin mecari oleh-oleh khas Kabupaten 

Lahat. Selain itu, jika dilihat dari usia bangunan, Pasar 

Lematang sudah layak dibagun ulang dengan tata kelola 

managemen baru yang lebih baik. 

Hal itu dilakukannya demi kerapian dan 

penataan serta kenyamanan di kawasan pasar, sehingga 

pembeli atau pengunjung merasa nyaman berbelanja. Pasar 

Lematang lengkap dengan bermacam-macam kebutuhan 

masyarakat, seperti sayur mayur, buah buahan, ikan, daging 

dan 9 kebutuhan bahan pokok, serta aksesoris. Pasar 

Lematang merupakan sentral dan pusat perbelanyaan 

masyarakat Kota Lahat, maka masih sangat dibutuhkan 

rutin mengecek dan menata tempat para penjual, agar rapi 

dan tidak semeraut, suatu pengharapan untuk para 

pedagang agar selalu tertib dan rapi, dalam kegiatan 

berjualan. Penghuni pasar harus diberikan edukasi untuk 

mengubah perilaku dan kebersihan pasar. Butuh 

pendekatan dengan para pedagang yang ada di depan 

pasar. Mereka sepakat untuk ikut menata pasar supaya 

pasar yang mereka tempat menjadi lebih baik. Supaya tidak 

ada lagi pelanggaran yang sering terjadi dipasar Lematang 

                                                           
32 https://sumeks.co/magnet-baru-pertumbuhan-ekonomi-

kerakyatan/ 
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dan menjadi pasar tradisonal modern. Ketertiban dan 

kebersihan yang menjadi pusat perhatian. 

Pelanggaran yang sering terjadi hingga saat ini 

sebagaimana dalam peraturan daerah terhadap ketertiban 

dan kebersihan bahwasnya yang terjadi saat ini dipasar 

Lematang Kabupaten Lahat masih belum memiliki 

kesadaran hukum oleh pihak yang mejadi objek dipasar 

lematang baik itu pedagang, pengunjung bahkan 

masyarakat sekitar yang belum memiliki kesadaran akan 

bahaya terhadap kebersihan lingkungan yang akan menjadi 

suatu ancaman segi perekonomian menyebabkan 

berkurangnya pengnjung dikarenakan ketidak nyaman. 

Sampah Organik dan Sampah Non Organik serta limbah 

rumah tangga yang membuat pemandangan dan menjadi 

pusat pemerhati bagi pemerintah daerah kabupaten Lahat 

bahwasanya masih sangat kurangnya pemahaman hukum 

baik pedagang maupun pengunjung. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

C. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 

Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, 

Kebersihan Dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang 

Realita sosial terhadap Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan Keindahan (K-

3) Di Pasar Lematang, yaitu pemerintah daerah Kabupaten 

Lahat menetapkan kebijakan bahwa wilayah pasar Lematang 

sebagai wilayah perekonomian, mengingat bahwa wilayah 

tersebut meyakinkan untuk sektor perdagangan. Implikasi 

dari kebijakan ini pedagang harus tetapharus 

mempertahankan dan menciptakan lingkungan yang menjadi 

sektor perdagangan untuk tetap menjaga kebersihan 

lingkungan pasar. Pemerintah kabupaten Lahat bekerjasama 

dengan Bappeda, Dinas Lingkungan Kebersihan Lingkungan. 

Untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 

Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan (K-3) Di Pasar Lematang. 

Kawasan industri perdagangan di pasar Lematang yang telah 

ditetapkan dalam RTRW harus dijaga kebersihannya.  

Sehubungan dengan pengembangan potensi 

sumberdaya wilayah dalam sektor perdagangan, ancaman 

yang berpengaruh terhadap perputaran ekonomi secara 

normal memerlukan persyaratan sifat wilayah yang spesifik 

untuk dapat tumbuh dan berproduksi secara optimal. 

Ancaman dasar yang mempengaruhi perkembangan pasar 

Lematang salah satunya kurangnya pengunjung pasar yang 

disebabkan oleh ketidak nyamanan ditimbulkan oleh dampak 

dari kurangnya kesadaran masyarakat dan minimnya 
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perhatian pemeritah terhadap sampah atau limbah pasar 

Lematang. 

Fenomena yang ditimbulkan oleh pengaruh dari 

lingkungan yang tidak bersih di wilayah pasar Lematang 

menjadi fenomena yang serius dan butuh perhatian 

pemerintah kabupaten Lahat dan diperlukan kesadaran 

masyarakat setempat. Di pasar tradisonal ini semua 

kebutuhan pokok dijual dengan harga merakyat, suatu pasar 

yang daya tarik pembeli akan disayangkan jika pasar 

lematang menjadi pasar yang semeraut menjadi pasar yang 

tidak tertata dengan baik dan sampah menjadi pemandangan  

yang lumrah tanpa ada tindakan pemerintahan daerah dan 

kesadaran masyarakat yang kurang terhadap lingkungan 

sekitar pasar lematang. Tarif sewa toko dan kios di Pasar 

Lematang itu tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Lahat Nomor 11 Tahun 2014 yakni untuk sewa toko bagian 

depan sebesar Rp. 25 juta, toko bagian samping Rp. 20 juta, 

dan petak kios sebesar Rp. 5 juta. Menurut DPRD Kabupaten 

Lahat besaran tarif sewa toko dan kios di Pasar Lematang bisa 

diubah atau disesuaikan melalui Peraturan Bupati (Perbup).33 

Dampak dari lingkungan pasar lematang yang 

semakin hari semakin kotor yang disampaikan oleh Wati 

pedagang kaki lima, sebagai berikut: 

“berkurangnya pengunjung pasar dan 
menyebabkan bencana jika terus menerus terjadi 
seperti banjir. Yang paling bedampak yaitu 
perputaran ekonomi yang sulit dikarenakan minat 
pengunjung yang semakin hari semaki berkurang. 
Kenyamanan yang teranggu untuk melakukan 
transaksi jual beli”. 

                                                           
33 Artikel ini telah tayang di Sripoku.com dengan judul Perbup, Solusi 

Ubah Tarif Sewa Pasar Lematang 
Lahat, https://palembang.tribunnews.com/2015/04/01/perbup-solusi-ubah-
tarif-sewa-pasar-lematang-lahat. (diakses pada taggal 16 Januari 2022, Jam 23.07) 

https://palembang.tribunnews.com/2015/04/01/perbup-solusi-ubah-tarif-sewa-pasar-lematang-lahat
https://palembang.tribunnews.com/2015/04/01/perbup-solusi-ubah-tarif-sewa-pasar-lematang-lahat
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Yang diharapkan dengan adanya suatu peaturan 

daerah terhadap tentang ketertiban, kebersihan, dan 

keindahan (K-3) dipasar lematang pemerintah daerah mampu 

mensosialisasikan kepada masyarakat untuk kesadaran 

terhadap lingkungan hidup yan bersih dan tertata, yang 

diperlukan adanya kerjasama yang baik terhadap pemerintah 

dengan masyarakat. 

Jumlah sampah yang setiap harinya dipasar 

Lematang hampir 60-62 ton, bukan hal yang sedikit dan 

memang sangat memperhatinka meskipun jumlah fasilitas 

yang dibeikan untuk masyarakat khususnya fasilitas 

pengelolaan sampah, yaitu: Mobil angkut 17 unit, bentor roda 

3 6 unit, tempat pembuangan sampah 13 unit, bank sampah 8 

unit. Bahwasanya perhatian pemeritah terhadap lingkungan 

pasar Lematang itu sudah terealisasikan akan tetapi tetap saja 

belum cukup.  

Upaya pemerintah terhadap pasar Lematang yang 

disampaikan oleh Ir. Agusman Salman kepala Dinas 

Linkungan Hidup kabupaten Lahat, sbagai berikut: 

“Peran dinas lingkungan hidup, kami berusaha 
menyediakan prasarana dan memantau terus agar 
sampah dipasar Lematang tidak terlalu 
menumpuk, dinas lingkungan hidup juga 
berupaya menjadi indikatorkebersihan pasar 
Lematang agar para pedagang dan pembeli merasa 
nyaman saat melakukan transaksi jual 
beli.pengaruh pedagang saat ini sangatlah 
memperihatinkan sebab keadaan pandemi 
pedagang banyak sekali mengeluh akan kurangnya 
pembeli dan minat pembeli yg berkurang 
disebabkan sampah yang berserakan, Bentuk 
perhatian pemerintah terhadap ligkungan pasar 
tersebut berupaya membuat dan mengarahkan 
baik itu pedagang, masyarakat dan pembeli untuk 
selalu menjaga kebersihan lingkungan pasar 



53 
 

 
 

Lematang. Pada dasarnya untuk mengatasi 
permasalahan tersebut pemerintah kabupaten 
Lahat telah memberikan sanksi,akan tetapi sanksi 
tersebut masih saja dilanggar oleh pedagang atau 
pembeli sekitar”. 
 

Kesadaran bukan hanya berlaku untuk pemerintah 

daerah kabupaten Lahat saja melainkan setiap masyarakat 

yang ada di sekitar lingkungan pasar Lematang untuk tetap 

menjaga kebersihan, yang diperlukan saat ini melihat kondisi 

pasar Lematang sangat mempertinkan yaitu kerjasama yang 

baik untuk menciptakan lingkungan hidup yang bersih. 

Pada dasarnya pelaksanaan/implementasi 

kebijakan adalah salah satu upaya agar kebijakan dapat 

mencapai tujuannya, dan dalam mengimplementasikan 

kebijakan tentu ada beberapa faktor yeng berpengaruh. 

Untuk menangani masalah sampah di Kabupaten Lahat 

Pemerintah Kabupaen Lahat menerbitkan Salah satu 

kebijakannya yaitu Paraturan Daerah No.051 Tahun 20150 

tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan dan 

Keindahan. 

Masyarakat kabupaten Lahat tidak terkecuali 

wilayah pasar Lematang berhak mendapatkan perhatian 

pemerintah daerah terhadap ancaman yang akan terjadi jika 

terus-menerus tanpa pengawasan sehingga menyebabkan dan 

menimbulkan dampak yang berkepanjangan terhadap 

ketertiban dan kebersihan sekitar pasar Lematang, 

sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan keindahan, 

terdapat dlam bagian kedua tertib jalan, fasilitas umum dan 

jalur hijau: 
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Pasal 4 

(1) Setiap orang berhak menikmati kenyamanan berjalan, 

berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari 

Pemerintah Daerah. 

(2) Untuk melindungi hak setiap orang sebagaimana 

dimaksudkan pada ayat (1) Pemerintah Daerah 

melakukan penertiban penggunaan jalur lalu lintas dan 

angkutan jalan, trotoar, bahu jalan, jalur hijau jalan, 

jembatan dan penyeberangan orang sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.34 

Kawasan prioritas adalah kawasan yang dianggap 

perlu diprioritaskan pengembangan atau penanganannya 

serta memerlukan dukungan rencana rinci dan program 

sebagai upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pola 

pemanfaatan ruang wilayah kabupaten. Berdasarkan potensi 

dan permasalahannya, kawasan prioritas di wilayah 

Kabupaten Lahat terdiri dari: kawasan tumbuh cepat, 

kawasan kritis lingkungan, kawasan perbatasan (dengan 

kabupaten lain), dan kawasan tertinggal (kawasan yang perlu 

dipacu perkembangannya). Kawasan prioritas Kota Lahat 

dalam hal ini adalah kawasan perbatasan, sehingga perlu 

segera/mendesak ditangani untuk mengurangi persoalan 

sosial dan politik bagi kedua wilayah. Tujuan dari 

perencanaan tata ruang wilayah kabupaten adalah 

mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang memenuhi 

kebutuhan pembangunan dengan senantiasa berwawasan 

lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, bersinergi dan 

dapat dijadikan acuan dalam penyusunan program 

pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat. 

                                                           
34 Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan Dan keindahan, terdapat dlam bagian 
kedua tertib jalan, fasilitas umum dan jalur hijau 
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Strategi Sanitasi Kota adalah dokumen rencana 

strategis berjangka menengah yang disusun untuk percepatan 

pembangunan sektor sanitasi suatu Kota/Kabupaten , yang 

berisi potret kondisi sanitasi kota saat ini, rencana strategi dan 

rencana tindak pembangunan sanitasi jangka menengah. SSK 

disusun oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota didukung 

fasilitasi dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. 

Dalam menyusun SSK, Pokja Sanitasi Kabupaten Lahat 

berpedoman pada prinsip:  

a. Disusun oleh, dari, dan untuk Kota/kabupaten;  

b. Komprehensif, Multisektor dan Terintegrasi; 

c. Berdasarkan data empiris (aktual); 

d. Menggabungkan pendekatan‟top down „ dengan „bottom 

up‟.  

SSK dijadikan acuan dalam penyusunan RPI2-JM 

terutama untuk sektor penyehatan lingkungan dan 

permukiman. Dalam SSK beberapa hal yang perlu di kutip 

pada bagian ini adalah:  

a. Kerangka kerja pembangunan sanitasi yang meliputi: Visi 

dan Misi  

Visi Sanitasi Kabupaten Lahat dan Misi Sanitasi Kabupaten 

Lahat adalah sebagai berikut :  

1) Meningkatkan Kuantitas dan Kualitas Sarana dan 

Prasarana Limbah Domestik; 

2) Menyediakan Sarana dan Prasarana Persampahan dan 

Menyelenggarakan Pengelolaan Sampah; 

3) Meningkatkan Sarana dan Prasarana Drainase 

Permukiman; dan 

4) Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. 

b. Tujuan, Sasaran dan Strategi Sektor Sanitasi, yang meliputi: 

 Sub Sektor Air Limbah Domestik; 

 Sub Sektor Persampahan; 

 Sub Sektor Drainase Lingkungan; dan  



56 
 

 
 

 Aspek Higiene/Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 

(PHBS).35 

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei 

industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar 

kepada International Standard Industrial Classification of all 

Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan 

dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku 

Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Kode baku 

lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan 

berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang 

dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu 

perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih 

dengan nilai yang sama maka produksi utama adalah 

komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.36 

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas 

bahwasanya kawasan pasar Lematang memeng masih sangat 

butuh perhatian oleh pemerintah daerah kabupaten Lahat 

untuk mendorong industri perdagangan yang sebagaimana 

pusat perbelanjaan bahan pokok sebagai kebutuhan sehari-

hari, untuk menciptakan ketertiban dan kenyamanan pada 

saat melakukan transaksi dibutuhkan kerjasama baik itu 

pemerintah daerah sebai fasilitas masyarakat dan serta yang 

paling dibutuhkan yaitu kesadaran masyarakat dalam 

menjaga kebersihan lingkungan pasar Lematang. Yang 

disampaikan oleh Kepala Bappeda Kabupaten Lahat yaitu 

Feriyansyah Eka Putra, S.T.,MM : 

“untuk penerapan peraturan daerah Kabupaten Lahat 
Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan 
Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan dibutuhkan 
kerjasama baik itu dari pihak aparatur daerah maupun 
masyarakat kabupaten Lahat agar terciptanya suatu 

                                                           
35 Bab V Keterpaduan Strategi Pengembangan Kabupaten Lahat 
36 Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat 
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keinginan yang dituju bersama untuk menciptakan 
ketertiban, kebersihan dan keindahan, pada saat ini 
penegakan peraturan daerah tersebut belum sempurna 
ditetapkan walaupun pemerintah sudah memberi sanksi 
pada pelanggar, yang membuang sampah sembarang 
didaerah pasar Lematang serta limbah rumah tangga. 
Sehingga berdampak untuk kedepannya. Banyak 
bencana yang akan terjadi jika terus menerus terjadi‟.37 

 

Salah satu dari penyelenggaraan dari otonomi 

daerah yaitu mengenai ketertian, kebersihan dan keindahan 

(K-3), ketertiban yang dimaksud adalah suatu keadaan hidup 

yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan 

ketentuan perundang-undanganyang berlaku guna 

mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, 

tentram lahir dan batin. Kebersihan yang dimaksud meliputi 

rumah atau bangunan masing-masing, serta lingkungan 

sekitarnya, fasilitas umum, fasilitas sosial. Sedangkan yang 

dimaksud dengan keindahan adalah keadaan lingkungan 

perkotaan yang nyaman, estitika, proposional meliputi: ruang 

terbuka hijau (RTH) penataan dan pemeliharaan ruang 

terbuka hijau, dan elemen estitika kota dan keseimbangan. 

Berlakunya Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Pemerintah Daerah, maka daerah dituntut untuk 

menyelenggarakan pemerintahnnya sendiri dan mengelola 

daerahnya dengan harapan dapat mempercepat terciptanya 

kesejahteraan di masyarakat. Pemerintah daerah berhak 

mengeluarkan berbagai kebijakan publik untuk tujuan 

tersebut dengan catatan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang telah diputuskan oleh pemerintah pusat. 

Pelaksanaan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah 

Daerah telah menimbulkan perubahan yang mendasar 

mengenai peraturan hubungan antara pusat dan daerah 
                                                           

37 Hasil Wawancara dengan Kepala Bappeda Kabupaten Lahat 
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dalam bidang administrasi pemerintahan yang dikenal 

dengan istilah otonomi daerah. Pengertian otonomi daerah 

secara luas adalah wewenang atau kekuasaan pada suatu 

wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk 

kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri 

mulai dari ekonomi, sosial, budaya dan ideologi yang sesuai 

dengan tradisi dan adat istiadat lingkungannya. 

Dalam implementasi Perda Nomor 01 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan ketertiban,kebersihan daan 

keindahan dapat dilihat pada indikator-indikator yang ada 

sebagai berikut:  

a. Sumber daya manusia (staff) saat ini saat ini sudah 

memadai dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. 

Pelaksanaan ini lebih dominan kepada pihak UPT sebagai 

pelaksana dilapangan yang lebih berinteraksi kepada 

masyarakat secara langsung. Pihak UPT memang harus 

lebih inovatif dan kreatif dalam pelaksanaan kegiatan. 

Pihak UPT juga merupakan aktor penyambung lidah 

informasi terkait kebijakan pengelolaan sampah ini kepada 

masyarakat. Kesiapan akan aparat dalam pelaksanaan 

pengelolaan sampah ini yang ada di tekankan kepada aktor 

terkait. 

b. Pada indikator sumber daya non manusia (fasilitas), 

pemberian fasilitas kepada pihak pelaksana yaitu UPT 

telah terealisasi cukup baik. Pemberian fasilitas berupa 

mobil satgas, dumtruck dan motor roda tiga ini ditujukan 

untuk keefektifan kinerja para aparat UPT dalam 

pelaksanaan persampahan. Serta diberikannya alat 

konstruksi dan timbangan alat berat agar lebih 

memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan sampah. 

Meskipun menurut staf Dinas Lingkungan Hidup masih 

merasa belum cukup dalam sarana dan prasarana Sampah 

di Kota Bandar Lampung sudah cukup baik.  
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Menurut Lumieux seorang pakar dari prancis 

menyatakan kebijakan publik sebagai “the product of activities 

aimed at the resolution of public problems in the environment by 

political actors whose resolutionship are structured. The entire 

process evolves over time” yang artinya produk aktivitas-

aktivitas yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-

masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang 

dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya 

terstruktur. Keseluruhan proses aktivitas itu berlangsung 

sepanjang waktu. 

Menjaga lingkungan hidup yang baik dan sehat 

dapat dilihat dari mekanisme dan pengelolaan sampah. 

Karena sampah yang paling berhubungan erat dengan 

penting yang dialami tidak hanya di kota-kota besar, 

perkampungan kecil, jalanan, sungai, tempat umum dan 

seluruh sudut lingkungan dapat dipastikan selalu ada 

sampah yang bertebaran yang kemudian harus dicarikan 

solusinya secara baik. Dalam UU ini tercantum jelas dalam 

Bab X bagian 3 pasal 69 mengenai larangan dalam 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang 

meliputi larangan melakukan pencemaran, memasukkan 

benda berbahaya dan beracun (B3), memasukkan limbah ke 

media lingkungan hidup, melakukan pembukaan lahan 

dengan cara membakar, dan lain sebagainya. 

Keseriusan pemerintah dalam menciptakan 

lingkungan hidup yang bersih dan sehat ini tercermin dari 

produk hukum seperti Undang Undang Nomor 32 Tahun 

2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan 

Hidup, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(PPLH) menurut UU no 32 tahun 2009 pasal 1 ayat (2) adalah 

upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk 

melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah 

terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 
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hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, 

pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan 

hukum. 

Pada alenia ke-IV pembukaan Undang-Undang 

Dasar 1945, tujuan dari Negara Indonesia adalah melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan 

ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian 

abadi dan keadilan sosial. Pengamalan Pasal dalam konstitusi 

dan amanat dari pembukaan UUD 1945 ini akan dapat 

berlangsung secara sempurna jika terdapat kerja sama antar 

seluruh stake holder dalam kehidupan bernegara secara 

umum hingga kehidupan bermasyarakat dalam lingkungan 

terkecil secara khususnya. 

Dengan berlakunya otonomi daerah ini maka 

daerah otonom dapat mewujudkan adanya suatu kebijakan 

umum yakni langkah yang diambil oleh pemerintah untuk 

menyelesaikan masalah-malasalah publik (pulbic issues) yang 

terdapat di lingkungan sekitar masyarakat daerah. Kebijakan 

merupakan tindakan berpola yang dimaksudkan untuk 

mencapai tujuan tertentu (apa yang diharapkan). Tujuan 

tertentu tersebut adalah untuk kepentingan masyarakat, 

karena hal tersebut merupakan hakikat dari suatu kebijakan. 

Pencapaian hakikat kebijakan dapat dilihat dari sikap 

masyarakat, apakah masyarakat dapat menerima dan 

mendukung serta bersedia melaksanakan kebijakan atau 

sebaliknya menolak serta tidak mendukung kebijakan 

tersebut. 

Pemerintah sebagai penyelenggara negara 

mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi 

pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan 

kewenanganya. Kewenangan yang diberikan kepada 
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pemerintah merupakan dasarbagi pembuatan sampai 

penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan 

dalam menyelsaikan permasalahan yang ada dalam 

masyarakat. Permasalahan yang terjadi dimasyarakat akan 

terselsaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan 

oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari 

penyelesaian masalah yang terjadi dimasyarakat dapat dilihat 

dari hasil kebijakan yang ditetapkannya. Perencanaan, 

penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat 

menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Kebijakan harus 

mempunyaioutput yang signifikan dalam penyelsaian 

masalah yang sedang terjadi.Kebijakan publik harus 

diturunkan dalam serangkaian petunjuk pelaksanaan dan 

petunjuk teknis yang berlaku internal dalam birokrasi. 

Sedangkan dari sisi masyarakat, yang penting adalah adanya 

suatu standar pelayanan publik yang menjabarkan pada 

masyarakat pelayanan apa yang menjadi haknya, siapa yang 

bisa mendapatkannya, apa persyaratannnya, juga bagaimana 

bentuk layanan itu. 

D. Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Faktor-Faktor 

Penghambat Dalam Implementasi Peraturan Daerah 

Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 Tentang 

Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan, Dan Keindahan 

(K-3) Di Pasar Lematang 

Mencermati persoalan yang terjdi terhadap 

penyenyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan 

(K-3) di pasar Lematang ditinjau dari hukum islam terhadap 

kerusakan lingkungan yang terjadi dimuka bumi. Islam 

merupakan agama yang mengatur kehidupan dimuka bumi, 

ermasuk juga bagaimana menjaga kebersihan lingkungan 

hidup. Kebersihan lingkungan itu sendiri akan sangat 

berpengaruh terhadap keselamatan manusia yang ada di 

sekitarnya, oleh sebab itu menjaga kebersihan lingkungan 
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sama pentingnya dengan menjaga kebersihan diri. Kebersihan 

yaitu bebas dari kotoran atau keadaan yang menurut akal dan 

pengetahuan manusia dianggap tidak mengandung noda 

atau kotoran. Islam merupakan akidah pertama bahkan 

norma ilmiah pertama yang memperkenalkan dan 

memerintahkan prinsip steril yang diidentikkan dengan 

bersuci (Tahārah). Yang dimaksud dengan istilah bersuci 

yaitu membersihkan dan membebaskan sesuatu dari bakteri 

atau benda yang mengandung kotoran. Sedangkan sesuatu 

yang kotor atau mengandung jamur diidentikan dengan najis. 

Hidup bersih dan sehat merupakan salah satu cara untuk 

menjaga kesehatan. Sebagaimana kesehatan merupakan 

nikmat Allah yang senantiasa harus kita syukuri, sebab 

dengan kesehatan kita dapat menikmati kebahagiaan hidup 

yaitu melakukan rutinitas dan beribadah dengan baik. Karena 

itu kebersihan dianggap sebagai salah satu bukti keimanan.38 

Allah SWT melarang perbuatan yang 

menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang 

membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut 

terhadap siksaan yang ada disisi-Nya. Sesungguhnya rahmat 

Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, 

yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Nya. Ibnu Aqil berkata bahwa 

Siyasah adalah apa saja tindakan manusia yang dapat 

mendekatkan pada kemaslahatan dan menjauhkan nya dari 

kefasadan (kerusakan), meskipun Rasulullah tidak pernah 

mensyariatkannya, dan tidak ada wahyu Allah yang 

diturunkannya. Mekanisme sebagai Pemerintah Negara 

dalam membuat kebijakan ditinjau dari fiqh siyasah 

dusturiyyah menggunakan asas-asas umum pemerintah yang 

baik. Pengetahuan akan hakikat penciptaan umat manusia 

                                                           
38 Ahmad Syauqi Al-Fanjari, Nilai Kesehatan Dalam Syariat 

Islam, h. 10 
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akan mendorong setiap umat untuk menjalankan agama yang 

diembannya. Sedangkan penerapan nilai-nilai Islam akan 

menuntun meraih derajat keimanan yang lebih tinggi. 

Keseluruhan sumber-sumber hukum Islam dalam menjaga 

lingkungan dapat ditemukan dalam Bank Sampah Syariah. 

Dalam rangka memelihara keseimbangan 

keserasian hubungan manusia dengan lingkungan, 

memelihara terwujudnya ketertiban dan kesejahteraan sosial 

sesama manusia, Hukum islam menegakkan prinsipprinsip 

yang wajib menjadi landasan dan titik tolak aktivitas 

kekuatankekuatan sosial, sehingga terjamin kehidupan yang 

teratur, seimbang, dan harmonis. Kita semua sebagai 

makhluk hidup memerlukan lingkungan hidup yang baik, 

indah, asri, nyaman, dan aman sebagai tempat tinggal untuk 

melanjutkan kehidupan dimuka bumi. Karena itu menjadi 

kewajiban kita semua untuk berakhlak yang baik untuk dapat 

mencintai lingkungan. Menjaga kelestarian lingkungan hidup 

dan tidak melakukan kerusakan di dalamnya merupakan 

suatu keharusan bagi setiap insan manusia. Peran serta 

manusia sebagai khalifah di bumi dalam mengatasi 

lingkungan hidup. 

Atas hal-hal diataslah siyasah dusturiyah 

dikatakan sebagai bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas 

masalah perundang-undangan Negara. Yang lebih spesifik 

lingkup pembahasannya mengenai prinsip dasar yang 

berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang 

berkaitan dengan hak-hak rakyat dan mengenai pembagian 

kekuasaan. Dalam bentuk pemerintahan Islam, khalifah, 

kepala negara atau imam hanyalah seseorang yang dipilih 

umat untuk mengurus dan mengatur kepentingan mereka 

demi kemaslahatan bersama. Sementara dalam hak kebebasan 

dan kemerdekaan, islam mengajarkan kebebasan berfikir, 
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berpendapat, menurut ilmu, beragama, dan kebebasan 

memiliki harta. 

Dalam membahas perkara kebersihan dalam 

agama Islam digunakan tiga macam istilah, yaitu: 

1. Nazāfah (nazīf) secara bahasa yaitu kebersihan lawan dari 

kata kotor. Berasal dari kata Nazufa-yanzufu-nazāfatan. 

Nazāfah yaitu kebersihan tingkat pertama, yang meliputi 

bersih dari kotoran dan noda secara lahiriah, dengan alat 

pembersihnya benda yang bersih, antara lain air. 

2. Tahārah secara bahasa yaitu menyucikan atau 

membersihkan. Berasal dari kata Tahara-yathuru-tuhran 

wa tahāratan.6Tahārah mengandung pengertian yang lebih 

luas yakni meliputi kebersihan lahiriah dan batiniah , 

sedangkan nazāfah hanya menitik beratkan pada 

kebersihan lahiriah saja. Pada kitab-kitab klasik khusunya 

bab al-tahārah biasanya disandingkan dengan bab al-

najasah yang selanjutnya juga dibahas masalah air dan 

tanah, wudhu dan mandi, tayamum dan lainnya. Namun 

demikian, ketika Allah, menerangkan tentang penggunaan 

air untuk tahārah (mensucikan) disandingkan pula dengan 

kesucian secara maknawiah, dimaksud dengan maknawiah 

karena kesucian dari hadas, baik hadas besar maupun 

hadas kecil, sehingga dapat melaksanan ibadah, seperti 

salat dan tawaf. 

3. Tazkiyah secara bahasa yaitu tumbuh atau membersihkan, 

berasal dari kata zakka-yuzakki-tazkiyah. Tazkiyah 

mengandung arti ganda, yaitu membersihkan diri dari 

sifat-sifat (perbuatan) tercela dan menumbuhkan serta 

memperbaiki jiwa dengan sifat-sifat terpuji. Kata Tazkiyah 

juga digunakan untuk mengungkapkan aspek kebersihan 

harta dan jiwa. Sebagai contoh, ungkapan Allah dalam al-

Qur‟an ketika menyebut zakat yang seakar dengan 

tazkiyah, memang maksudnya untuk membersihkan harta, 
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sehingga harta yang dizakati adalah bersih dan yang tidak 

dizakati dinilai kotor. 

Begitu pula dalam islam, islam memerintahkan 

manusia untuk menjaga kebersihan. Sebagaimana telah 

dijelaskan dalam kitab Suci Al-qur‟an yang menganjurkan 

tentang kebersihan adalah sebagian dari iman: 

ركَُمْ ا مَاۤءِ مَاۤءً لِّيُطهَِّ نَ السَّ نْهُ وَيُ نَ زِّلُ عَلَيْكُمْ مِّ يْكُمُ الن ُّعَاسَ امََنَةً مِّ  ٖ  بِه ذْ يُ غَشِّ
يْطٰنِ وَليَِ رْبِطَ عَلٰى قُ لُوْبِكُمْ وَيُ ثبَِّتَ بِهِ الْْقَْدَامَ   ٖ  وَيذُْهِبَ عَنْكُمْ رجِْزَ الشَّ

 

Artinya:   (Ingatlah), ketika Allah membuat kamu mengantuk 
untuk memberi ketenteraman dari-Nya, dan Allah 
menurunkan air (hujan) dari langit kepadamu 
untuk menyucikan kamu dengan (hujan) itu dan 
menghilangkan gangguan-gangguan setan dari 
dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta 
memperteguh telapak kakimu (teguh pendirian). 
(Q.s Al-Anfal : 11) 

 

Nasehat ayat diatas berarti Ingatlah, ketika Allah 

menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penenteram) 

untuk menenteramkan hatimu dari rasa takut yang menimpa 

dirimu (daripada-Nya) Allah Yang Maha Tinggi (dan Allah 

menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan 

kamu dengan hujan itu) dari hadas dan jinabah itu (dan 

menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan) 

godaan setan dari dirimu yang mengatakan bahwasanya jika 

kamu berada dalam jalan kebenaran, niscaya kamu tidak akan 

kehausan lagi berhadas sedang kaum musyrikin berada dekat 

air (dan untuk menguatkan) mengokohkan (hatimu) dalam 

keyakinan dan kesabaran (dan memperteguh dengannya 

telapak kakimu) agar telapak kakimu berdiri tegar di padang 

pasir. 
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Adapun mekanisme sebagai Pemerintah Negara 

dalam membuat kebijakan dalam konteks fiqh siyasah. Abdul 

Wahhab Al-Khallaf mendefinisikan siyasah adalah 

pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara 

ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.17 

Suatu negara tentu membutuhkan aturan atau kebijakan 

untuk mengatur suatu negara. Karena tanpa aturan yang jelas 

keadaan suatu negara tentu akan sangat kacau. Untuk itulah 

diperlukannya aturan-aturan atau kebijakan-kebijakan untuk 

menata dan bentuk tanggung jawab pemerintah. Oleh sebab 

itu supaya aturan dapat dijalankan oleh lembaga 

pemerintahan, maka harus ada seorang pemimpin untuk 

mengelola dan menjaganya. 

 

Dalam Fiqh Siyasah penggunaan nama untuk 

pemimpin itu adalah sebagai ulil amri, seperti Allah Swt 

berfirman: 

سُىلَ وَأُ  َ وَأطَِيعُىاْ ٱلرَّ اْ أطَِيعُىاْ ٱللََّّ أيَُّهاَ ٱلَّذِينَ ءَامَنىَُٰٓ
َٰٓ رِ يَ  مَأ وْليِ ٱلۡأ

سُىلِ إنِ كُنتمُأ  ِ وَٱلرَّ وهُ إلِىَ ٱللََّّ ء  فرَُدُّ تمُأ فيِ شَيأ زَعأ ۖۡ فئَنِ تنََ  مِنكُمأ

وِيلً  سَنُ تأَأ رٞ وَأحَأ لكَِ خَيأ َٰٓخِرِ  ذَ  مِ ٱلۡأ يىَأ ِ وَٱلأ مِنىُنَ بٱِللََّّ ٩٥ تؤُأ  

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan 
taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. 
Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah 
(AlQur‟an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-
benar beriman kepada Allah da hari kemudian. Yang 
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik 
akibatnya. (QS.An-Nisa : 59) 

 

Perundang-undangan disebut juga dengan Fiqh 

Siyasah Dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh 

siyasah yang membahas masalah perundang-undangan 
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Negara. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep 

Negara Hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik 

antara pemerintah dan warga Negara serta hak-hak warga 

Negara yang wajib dilindungi. Prinsip-prinsip yang 

diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar adalah 

jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat 

dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, 

tanpa membeda-bedakan stratifikasi, sosial, kekayaan, 

pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan 

perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan 

manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang 

merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai. Atas hal-hal 

diataslah siyasah dusturiyah dikatakan sebagai bagian dari 

Fiqh Siyasah yang membahas masalah perundang-undangan 

Negara. Yang lebih spesifik lingkup pembahasannya 

mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk 

pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat 

dan mengenai pembagian kekuasaan. Dalam bentuk 

pemerintahan Islam, khalifah, kepala negara atau imam 

hanyalah seseorang yang dipilih umat untuk mengurus dan 

mengatur kepentingan mereka demi kemaslahatan bersama. 

Sementara dalam hak kebebasan dan kemerdekaan, islam 

mengajarkan kebebasan berfikir, berpendapat, menurut ilmu, 

beragama, dan kebebasan memiliki harta. Adanya kebijakan 

pemerintah adalah cara untuk mengurus dan mengatur 

kepentingan dan kemaslahan manusia bersama-sama. Salah 

satu contoh adalah untuk membuat Lingkungan yang bersih 

membutuhkan peraturan agar kegiatan tersebut berjalan 

dengan sistematis. Oleh sebab itu supaya aturan dapat 

dijalankan oleh lembaga pemerintahan, maka harus ada 

seorang pemimpin untuk mengelola dan menjaganya. 

Dalam muwujudkan cita-cita membentuk 

pemerintahan yang adil dan makmur bagi semua rakyat, para 
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fuqaha menentukan syarat untuk menjadi imam atau 

pemimpin. Menurut Al-Mawardi syarat menjadi seorang 

pemimpin adalah sebagai berikut:39 

1. Berlaku adil 

2. Berilmu pengetahuan agar mampu berijtihad 

3. Pendengaran, penglihatan, dan percakapan yang bagus 

4. Memiliki anggota tubuh yang sempurna 

5. Berwawasan luas untuk mengatur rakyat dan 

kemaslahatan umum 

6. Harus dari suku Quraisy. 

Pemerintah yang baik penyelenggaraan kekuasaan 

Negaranya juga harus berdasarkan:40 

1. Ketertiban dan kepastian hukum dalam pemerintah 

2. Perencanaan dalam pembangunan 

3. Pertanggungjawaban, baik oleh pejabat dalam arti luas 

maupun oleh pemerintah 

4. Pengabdian pada kepentingan masyarakat 

5. Pengendalian yang meliputu kegiatan pengawasan, 

pemeriksaan, penelitian, dan penganalisaan 

6. Keadilan tata usah/administrasi Negara 

7. Untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Lingkungan yang bersih merupakan dambaan bagi 

setiap masyarakat yang menempati suatu pemukiman. 

Pengertian lingkungan hidup menurut Undang-undang 

nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1 adalah kesatuan ruang 

dari semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, 

termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi alam 

itu sendiri, kelangsungan prikehidupan, dan kesejahteraan 

manusia serta makhluk hidup lain. Masalah-masalah yang 

                                                           
39 Al-Mawardi, Al-Ahkam Al-Sulthaniyah, terj. Khalifurrahman Fath dan 

Fathurrahman, (Jakarta: Qistthi Press, 2015), hlm. 9 
40 Jubair Situmorang, Politik Ketatanegaraan Dalam Islam Siyasah 

Dusturiyyah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012),hlm.30 
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mengganggu kesehatan warga sering kali berasal dari 

kurangnya kualitas kebersihan khususnya timbul pencemaran 

lingkungan sepeti masalah kebersihan. 

Pengelolaan sampah yang kurang baik akan 

membentuk lingkaran yang kurang menyenangkan dan 

menyehatkan, memberikan dampak negatif terhadap 

pemandangan (estetika) serta dapat meyebabkan penyakit 

menular. Salah satu upaya dalam menangani permasalahan 

tersebut adalah dengan menerapkan peraturan serta 

menerapkan sanksi pidana dengan kurungan paling lama 1 

(satu) bulan atau denda paling banyak Rp.2.000.000,- (dua 

juta rupiah) bagi setiap orang yang tidak ikut dalam proses 

pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan 

dalam pengelolaan sampah. Namun pada kenyataan 

dilapangan menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak 

berjalan dengan sebagaimana mestinya dan masih banyak 

masyarakat yang belum melakukan pengelolaan sampah di 

tingkat rumah tangga dengan baik, mulai dari memilah, 

menyimpannya, dan membuang sampah pada tempatnya, 

sehingga banyak kita temui sampah yang tidak terangkut.  

Beberapa faktor penyebab pelanggaran peraturan 

ini adalah ketidak pedulian masyarakat dan pemerintah 

terhadap aturan dan hukum yang dipengaruhi oleh tiga hal, 

yaitu : 

1. Kurangnya sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan 

yang ada, baik peraturan lama maupun yang telah 

disempurnakan (baru), dan minimnya pengetahuan 

masyarakat akan hukum juga menjadi salah satu penyebab 

pelanggaran hukum 

2. Minimnya pemikiran masyarakat terhadap hukum yang 

menganggap Hukum yang ada saat ini dirasakan terlalu 

bersifat kaku sehingga masyarakat seolah-olah 
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diperlakukan seperti robot yang didikte dalam melakukan 

kegiatan. 

3. Adanya persepsi masyarakat mengenai lemahnya 

kemampuan hukum untuk membuat hidup lebih tertib 

dikarenakan semakin maraknya politik “suap” dalam 

penyelesaian pelanggaran hukum. 

Dalam kaidah ushul fiqh adanya Peraturan Daerah 

tentang pengelolaan sampah ini termasuk dalam fath adz-

dzari’ah yang secara terminologi bisa dipahami bahwa fath 

adz-dzari’ah adalah menetapkan hukum atas suatu perbuatan 

tertentu yang pada dasarnya diperbolehkan, baik dalam 

bentuk membolehkan (ibahah), menganjurkan (istihab), 

maupun mewajibkan (ijab) karena perbuatan tersebut bisa 

menjadi sarana terjadinya perbuatan lain yang memang telah 

dianjurkan atau diperintahkan. Salah satu contoh dari fath 

adz-dzari’ah yaitu jika menuntut ilmu adalah sesuatu yang 

diwajibkan, maka wajib pula segala hal yang menjadi sarana 

untuk tercapai usaha menuntut ilmu, seperti membangun 

sekolah dan menyusun anggaran pendidikan yang memadai. 

Begitu pula dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat 

Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Peyelenggaraan Ketertiban, 

kebersihan dan Keindahan, kebersihan pasar Lematang 

merupakan suatutolak ujur pemerintah untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyrakat. Untuk selalu dan tetap menjaga 

kebersihan, demi menghindari ancaman kedepannya. 

Allah SWT melarang perbuatan yang 

menimbulkan kerusakan di muka bumi dan hal-hal yang 

membahayakan kelestarian. Yakni dengan perasaan takut 

tehadap siksaan yang ada di sisi-Nya. Sesungguhnya rahmat 

Allah selalu mengincar orang-orang yang berbuat kebaikan, 

yaitu orang-orang yang mengikuti perintah-perintah-Nya dan 

menjauhi larangan-larangan-Ny 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian 

terhadap pemasalahan maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat nomor 01 

Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketertiban, 

Kebersihan dan Keindahan sudah berjalan cukup baik 

karena pemerintah sudah melakukan beberapa upaya yang 

sesuai dengan peraturan daerah dalam mengendalikan 

permasalahan sampah tersebut sehingga mampu menjaga 

keadaan sekitar lingkungan bebas dari pencemaran 

lingkungan, walaupun masih terdapat beberapa faktor 

penghambat pemerintah daerah dalam melakukan upaya 

tersebut baik dari segi financial (keuangan), sarana dan 

prasarana, maupun sosialisasi yang masih kurang 

diberikan kepada masyarakat. 

2. Dalam Pandangan fiqh siyasah pengelolaan sampah yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lahat sesuai 

dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di 

bumi ialah untuk dapat memakmurkan bumi sesuai 

dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam 

selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga 

harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup 

lainnya dan seluruh alam termasuk dalam menjaga 

kelestarian lingkungan. 

B. SARAN 

Dalam rangka meningkatkan upaya pemerintah 

daerah Kabupaten Lahat dalam pengelolaan sampah yang 

terdapat dipasar Lematang  bisa dikemukakan saran sebagai 

berikut: 

73 
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1. Disarankan kepada pemerintah daerah Kabupaten Lahat 

dapat memberikan sarana dan prasarana agar dapat 

menunjang kegiatan pengelolaan sampah yang dilakukan 

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lahat dalam rangka 

mencegah pencemaran lingkungan. 

2. Disarankan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten 

Lahat perlu meningkatkan kembali bentuk mekanisme 

partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di 

Kabupaten Lahat agar lebih sering melakukan sosialisasi 

atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus 

melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan 

kepada kelompok bank sampah yang bergerak di bidang 

pengelolaan sampah. 

3. Disarankan agar meningkatkan sumberdaya manusia 

dengan pengetahuan dan keterampilan serta kesadaran 

masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan 

dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan 

sampah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



73 
 

 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

A. Buku  

Abu Al-Ainan, Badran, Ushul Al-Fiqh Al-Islami, Muasassah 
Syabab al-Jami‟at t.t 

 
Ali, Achmad, Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan 

Sosiologis, Jakarta: Pt Tokoh Gunung Agung, 2002 
 
 Effendi, Rusli, Dkk, Teori Hukum, Makasar: Hasanuddin 

Universit Press 
 
Lemek, Jeremias,  Mencari Keadilan Pandangan Kritis Terhadap 

Penegakan Hukum DiIndonesia, Jakarta: Galang Press, 
2007 

 
Mamuji, Sri, Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif 

Suatu tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2014 
 
Mustofa, Agus, Untuk Apa Puasa Scientific Fasting, Surabaya: 

Padma Press, 2004 
 
Raharjo, Satjipto, Penegakan Hukum Progresif, Jakarta:  

Kompas, 2010 
 
Sedarmaryanti, Metode Penelitian, Bandung: CV Mandar Maju, 

2011 
 
Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: 

Universitas Indonesia Press, 1986 
 
Soekanto, Soerjono, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi 

Penegakan Hukum, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 
1993 

 



74 
 

 
 

Soemardi, Dedi, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Indhillco, 
1997 

Sumekto, Adji, Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani 
Menuju Postmodernisme  Konstitusi, Jakarta: Press, 
2015 

Warlina,   Hukum Pemerintahan Daerah, Yogyakarta:Thafa 
Media, 2017 

 

B. Jurnal  

Nuryadi, Deni, Teori Hukum Progresif dan Penerapannya di 
Indonesia,Vol. 1, Jurnal Kajian Hukum, 2016 

Suhaibah, Pembentukan Budaya Hukum Atas Keadilan Untuk 
Menjamin Kepastian Hukum Pada Masyarakat, Jurnal 
ilmah “Research Sains”. Vol. 1, 2015 

Sumaya, Pupu Sriwulan, Relevansi Penerapan Teori Hukum 
Dalam Penegakan Dalam Hukum Guna Mewujudkan 
Nilai Keadilan Sosial, Vol. 6, Jurnal Hukum Responsif, 
2018 

C. Peraturan Daerah   

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 01 Tahun 2010 
Tentang Penyelenggaraan Ketertiban, Kebersihan 
Dan Keindahan, Pasal 19 dan pasal 20. 

 

 

 

  

 



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

  



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


